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NOMOR : 508 /KMK.01/ 1999 o Lol
TENTANG R

DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDVONESIA,

bahwa untul Lelancaran den Lefendban penvelesaian kerugian negara bukan
kekurangan perbendaharaan vang terjadi karena perbuatan metanggar hukum
vang dilal.ukan  olch  pecasai nepert bukan bendaharawan  dalam
melaksanakan tueasnya, atan pibak ketiga atea karena peristiwa lainnya, perlu
segera diupavakon penvelesoinnnyig

bahwa unluk kescrapaman dalam pelaksonaon penyelesaian kerugian negara
bukan kekurangan perbendaharian sebagatmana tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan  Pownjuk  Pelaksensan Penyelesaian Kerugian Negara  Bukan
Kekurangan Porbendabaraan i ingkungan Departemen Keuangan dengan
Keputusan MMenter Keuangan,

. Indische Comptabilitettswet  Staatsblad 1925 Nomor 448) scbhapgaimana telah

diubah dan ditambah terak b dengan Undang-undang Nomor 9 Talhun 1968
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2860}

. Kitab Undang-undang Hukvm Perdata (Bureerlijk Wetboek, Staatshiad 1847

Nomor 23);

. Staatsblad 1004 Nomaor 241 jo. Staatsblad 1940 No. 33 tentang Tuntutan

Ganti Rugi terhadap Pegawai MNegeri;

. Undang-undang Nomor 3 Tahan 1971 tentany Pemberantasan Tindak Pidana

Korupst (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19,
Tambabhan 1.cmbaven Negara MNomor 293585

O

- Undang-undang Nomor § Taliun 1974 teniang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara NMomeor 3041):

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Siptl (Lemburan Negara Republik  [ndonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan 1.cinbaran Negara Nomor 31760);

- Keputusan Presiden Nomer 45 Tahun 1974 tentang Struktur Organisasi

Departemen Keuanpan,

. Keputusan Uresiden Nomor 21 Talun 1991 tentang Badan Urusan Piutang

dan Lelang Neparag

Keputusan Presiden Nomoer 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Betanja Muegara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepulusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999,

Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;




Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 50 /KMK.01/1999
Tanggal : 14 Oktober 1999

FAENTER!D EUANGAN

- Memperbaikan C1o Instruksi Presiden 0 vnor 1S tahon 1983 tertang Pedoman Pelaksanaan
Puegawasin, o

Suiat Ketua BEPRL Y Samor STV 1976 tanggal 10 April 1976
tentang Peturjuk Pelaicanaan Tuntutan Perbendaharaan dan. Tuntutan
Ganti Rugi; o et

)

i
|

S 0 .
- 3.0 Bijblad 12450 jo Suen Edaran Menteri Keuangan Nomor" 1811/GT
tentang Ketentuan Waiih Lapor Kerugian Negara; 3 P

MEMUTUSKAN

t
Menctapkan P KEPUTUSAN  MENTERI  KEUANGAN  TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN  PLNYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKARL
KEKURANGAN — PLRBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN
> DEPARTEMEN KEUANGAN,

- Pasal

Penyelesaion  Kerugian Newara Bukan Kekurangan  Perbendaharaan i
Lingkungan  Departenien Rewangan  dilaksanakan  sesuai Petunjuk
Pefaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada semua unit organisasi di Lmngkungan Departemen Keuangan wajib
melaksanakan semua ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan-ketentuan
lainnya yang berhubungan dengan Keputusan ini

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Petunjuk Pclaksanaan Penyelesaian Kertigian

. Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan dj Lingkungan Departemen
Keuangan,  Menteri Kevangzan  dapat membentuk  Tim Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Negarg,

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan int maka Keputusan Menteri Keuangan dan
ketentuin-ketentuan pelaksanaanya mengenai Penyelesaian Kerugian Negara
di Lingkungan Departerien Keuvangan vang bertentangan dengan Keputusan
int dinyatakan tidak berlaly ;




Keputusan Menterl Keuangan
Nomor : 508 /KMK.01/1999
Tanggal : 14 Oktober 1999

Pasal 5

Keputusan ind mulat berleku pada tangeal ditetapkan,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Kepala Dadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Sckretans Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/
Para Kepala Badar/Ketua Badan di Lingkungan Departemen
Feuanpan .

=k

[sitetapkan di Jakarta

| . pada tanggal 14 Oktober 1999
Salinan sesuai denuan aslinya ' )

Kapaia Bi?, um tdenteri Keuangan,

‘3_,
i T
I(cpab.? lan Teftz Usaha Departam:n d
o lyc[».m_ 7 ttd,
t\){ Rombang Subianto:
Mustafa Hus on, 5.7 '

L MIP 0600514034
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A. LATAR BELAKAMNG

BAB Kedua Bagian 111 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW
Slaatsblad 1924 Nomor 448) mengatur Pertanggungjawaban dan Tuntutan
Ganti Rugi bagi Ordonanteur dan Pegawai Negeri lainnya kere_na perbuatan
yang melanggar hukum atau kelalaian yang terhadap perbuatan tersebut

mereka tidak dapat dituntut sebagai bendaharawan.

Dengan Staatsblad 1904 Nomor 241 jo. Staatsblad 1923 Nomor 53 diatur
mengenai proses tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri  bukan

bendaharawan sebagai pelaksannan Pasal 74 iCW.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor & Tahun 1999
dinyatakan bahwa Departemen/Lembaga wajib melakukan

penuntutan/pemungutan ganti rugi atas kerugian yang dfderlta negara

Peraturan  perundang-undangan  vang mengatur tentang penuntutan/

pemungutan ganti rugi tersebut di atas sebagian besar mas?h berasa[ dan
N n" ".‘ 1‘

peraturan  perundang-undangan  produk  pemerintah kolonial"-\ sehiﬁgga

dokumennya sulit didapat, dan sekiranya dapat ditemukan tidak mudah
dipahami maksudnya cleh Pimpinan/Kepala Xantor di mana keruglan negara

lerjadi. av

>elain itu hingga kini belum ada petunjuk pelaksanaan (Jukiak) yang memuat
langkah-langkah rinci untuk proses penyelesaian atas kerugian yang diderita

oleh negara di lingkungan Departemen Keuangan.

Hal tersebut telah dikemukakan ofeh Badan Pemeriksa Keuangan Repubiik

Indonesia (BPK-T} dalam suratnya Nomor K. 148/1.U/1/4/1976 tanggal 10 April
[




1976 yang ditujitan kepada Piesiden Republik Indonesia, yang antara lain
menyatakan " ... Namun daiam pelaksanaan tugas yang diberikan kepads
mereka ftu masily banyak disloni kesulitan sehingga belum dapat dikatakan
penyelesaian masalah kerugian Megara sudah berjalan dengan lancar, Menurut
penilaian kami Lelidaklancaran /v terutames disebabkan betum adanya suatu
peraturan peloksanaan ataw pedoman kerfs vang dikeluarkan ofeh Pemerintsh
(cg Menteri Keirsngan) schagai pengqan{;r;f/venyemburnaan aari peraturany
pedoman yang lama, yang pada umumnya sidah t/dak sesuai ataupun tidak

dimengerti karens dibuat dalam bahasa Belands',

Apa yang dikemnlkikan oleh BPI-RI dalam suratnya tersebut sesuai dengan
fungst utamanya dalam bidang yudikatif se Dagaimana diamanatkan dalam
Ketetapan MPR-RI Nomor - II/MPR/1993, yaitu mengikuti pelaksanaan proses
gantl rugi yang dilakukan pemerintah  terhadap pegawai negeri  bukan
bendaharawan yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya telah menimbulkan kerugian bagi negara.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut di atas, banyak kasus kerugian negéra
yang terjadi pada unit-unit i fingkungan Departemen Keuangan belum
ditaporkan kepada Menteri Keuangan atau sudah dilaporkan tetapi belum
memperoleh penyelesaian secara tuntas bshkan proses penyéiesaiannya .,

memakan waktu yang cukup lama.

. MAKSUD DAN TUI AN

Maksud diterbitkonnya  Keputusan  Menter: Keuangan ini adalah - untuk
memberikan petunjule kepada Kepala Kantor/Satuan  Kerja/para Pimﬁiﬁan di
lingkungan  Depariemen e cunaan, guna menanganani masalah. kerugfan
negara yang meniadi tangguna iawabnya, agar proses penyelesa:an kpruglan
negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tujuannya adalah agar kerugian negara yang terjadi di lmgkungan ‘Departemen

Keuangan segera dapat ditangani sesyai dengan  peraturan ‘;.\.perundang—

2 b
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. PENGERTIAN ISTILAI

SN P .4 v i o, S AR A5 i . et

undangan yang berlaku, sehingaz kerugian negara dapat segera dlkemballkan

disomping itu dengan adanya Jutlak ini disiplin dan tanggung Jawab para

pegawai/pimpinan dapat ditingketkan serta administrasi menJadl Iebl‘ ;ghib_'.;?',

1. Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan, selanjutnya disebl;(i
[erugian Negara, adalah berkurangnya kekayaan negara yang diseﬁabkaﬂﬁﬁ.ﬂ..
oleh suatu tindakan melanggar hukum  atau kelalaian seseorang dan atau
disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan/atau di fuar kemampuan

manusia (force majeure),

2. Jumlah Kerugian Negara adalah perhitungan berkurangnya kekayaan negara
yang ditetapkan dengan bukli-bukti yang sahih (masuk akal, dapat
dipertahankan, mempunyai dasar kokoh).

3. Kekayaan Negara adalah uang dan atau barang milik negara yang
berasal/dibeli denoan dana yang hersumber seluruhnya atau sebagian darj
APBN atau vyang diperoleh dengan  cara lain  yang sah, yang
dikuasai/dibawah pengurusan Departemen Keuangan baik di dalam maupun
di luar negeri.

4. Tindakan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang
l2in atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat,

%) |

. Kelalaian édalah tidak melakukan sesuatu sesuai dengan surat perintah atau
dengan suatu akle sejenis {Kontrak, SPK, dsb) telah dinyatakan lalai/ingkar
(wanprestasi} atau jika Pernyataannya sendiri menetapkan bahwa pihak
yang berkewajiban ity horus dianggap lalai/ingkar dengan lewatnya waktu
yang ditentukan. |

6. Force Majeure adalah suaty keadaan yang telah terjadi di Iuar'dugaan

dan/atau kemampuan manusia.




/7. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan sebagaimana dimaksud pasal

- 74 ICW dengan  tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu
: F kerugién yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung darf perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
negeri tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan atau melalaikan tugas

T S T
TR

kewajibannya.

8. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  yang berlaku, diangkat

oleh pejabat yang berwenang dan  diserahi tugas dalam suaty jabatan

A ST S e

negeri atau diserahi  tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
suatu  peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan

perundang-undangan vang berfakuy,

9. Kepala Kantor/Satuan Kerja  adalah  Selkretaris Jenderar/Ihspéktur
Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan pada tingkat pusat dan
Kepala Kanwil/Kepaia unit vertikal tingkat daerah, | '

A e e s e T A A M e
AT T e

Dalam hal kantor/satuan kerja ditutup karena perubahan struktur orgamsaS|

maka yang dimaksud kepala kantor/satuan kerja adalah ; plmaman unrt

Eselon I di lingkungan Departemen  Ke uangan  yang rmavmbawahlL
pegawal/pejabat bersangkutan, . _".f-- 3

~ 1 ' 10. Hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita oleh negara dengan

Lt : ‘.L
perbuatan melangaar hu ukumy/keialaian pegawai negeri  bersangkutan,
—_— adalah  kerugian negara yang harus merupakan akibat secara langsung

ataupun tidak langsung  karena perbuatan melawan hukum dan/atau

kelalaian pegawai negeri dalam rangka menjnlankan tugas kewajibannya.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) adalah keterangan yang

merupakan pengakuan  serta kesanggupan secara tertulis di atas meterai

yang cukup dari  pegawa negeri  bukan bendaharawan untuk

EITT
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

mengembalikan eruginn nearia secara damai dalam waktu tidak lebih dari
24 bulan.

Surat Pernyataan Bertangguno inwab (SPR) adalah pernyataan tertulis yang
dibuat oleh pegawai negeri/pihak ketige yang merugikan negara dan
merupakan pengakuan serta losanggupan tntuk mengganti secara sukarela

walaupun jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan.

Penghapusbukuan Fiutang Negara (PPN) adalah rangkaian kegiatan uﬁtuk
menghapuskan suatu piutang  negara dari  administrasi piutang negara
yang berdasarkan alasan-alasan tortentu tidak dapat ditagih. PPN ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan dan tidak menghapuskan Hak Tagih
Negara.

Penghapusan Piutang Negara adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk
menghapuskan suatu piutang negara dari administrasi piutang negara
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (nasional) karena

berdasarkan alasan-alasan daltiwarsa menurut KUH Perdata,

Pihak Ketiga aclalah orang atau badan yang bukan pegawai negen tetapr
dianggap ikut bertanggung jawah atas kerugian negara, '

Pembebasan Tagihan Negara adalah upaya untuk menaadakan kewajlban
seseorang untuk membayar hutang kepada negara baik sebaglan atau

seluruhnya yang menurut hulum menjaci tanggung Jawabnya bardasarkan

alasan  pertimbangan keadilan,  kondisi  sosial
bersangkutan.
Pengawasan Meickat {(Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersufai;

pengendalian yang terus mencrus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
hawahannya, sccara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas
bawahan  terscbut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan can peraturan perundang-undangan yang berlaku,

5
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D. DASAR HUKUM

. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet)
Staétsblad 1925 Nomor 448 sshagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 53);
2. Kitab Undang-tindang Hukum Perdata (BW, Staatsblad 1847 Nomor 23);

3. Undang-undang Nemor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
19);

4. Staatshlad 1904 Nomor 241 ying telah divhah terakhir dengan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1940 Nomor 33 tentang Pelaksanaan
__Pasal 74 1Cw;

’SJPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176):
s
[ 6. eraturan Pemarintah Nomar 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata

Cara Pelaksanaannya pada Prraditan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonbesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2448); "

/. Keputusan Presiden Momor 21 Tahun 1991 fentang Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negora ; ‘ |

8. Keputusan Presiden Momor 16 Tahun 1994 tentang Pe!aksanaan APBN

sebagaimana telah diuhah teraihir dengan Keputusan DreSfden Nomor 6
Tahun 1999; '

9. Keputusan Presiden Nomor 122/ Tahun 1992 o |

G
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L) Instrukst Presidlen Nomor & iahun 1968 tentang Penertiban .T.Ia_ta. Usaha

Keuangan Neqara;

11,.I<eputusan Menteri  Keuanuan  Nomor 217/KMK,O.3/1'%'9‘0 ?;‘_‘I'.‘:;;ten;lahg
Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggarah'PenETﬂ';ﬁjétan d{an

IR
ST
AN '
' .El.. L
L 5
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Belanja Negara;

12. Keputusan Menteri Keuangan Momor 129/¥XMK.01/1991 tentang Tata‘Cai:a

Pembayaran Ganti Rugi, Pelaksanaan  Puiusan Pengadilan Tata Usah#;
Negara; '

13 Keputusan  Menteri Keauangan  Nomor 376/KMK.01/1998 tentang
Pengurusan Pittang Negara;

14.Keputusan Menteri Keuangan Mamor 470/KMK.01/ 1594 tentang Tata Cara

Penghapusan can Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara;

eLag ol
15.5urat Edaran Sekretarig Pertama ‘_Gubergerfnen tanggal 14 Maret 1928

(Tambahan Leimbaran Negara Nomor 11617) tentang Tuntutan Ganti Rugi
Pegawai Negeri;

16.Rijblad 12454 0. Surat Fdaran Menteri Keunngan tanggal 9 Januari 1954

Nomor 1811/GT (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1113) tentang

Kerugian yang Diderita oleh Negara Karena Penggelapan atau Perbuatan
Lain;

17.Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 3/R.1/1956 tanggal 13 April 1956
(Nomor 8487/56) jis. Surat Inspektur Utama Pengawasan Intern dan
<hiisus  Badan Pemeriksa Keuangan  Nomor 747/Insp.PKN/VIII/1996
tanggal 20 Agustus 1896 perihal Pendapat Tentang Harga Taksiran jo.
Surat Direktur Jendera) Anggaran Nomor 5—5060/A.5/51,’1996 tanggél 23

Oktober 1994 N0eriha! Haraa Taksiran Kendaraan Yang Hilang“Akibat
lelalaian:
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18. 5urat Edaran Mentert Keuangan Nomor S5-55/MK.1/1986 perihal. Petunjuk
Mengenai Tirdakan yang Harus Dilakukan Apabila Terjadi Kasus Kerugian

MNegara;

19. Surat Mahkarah Agung Nomor 37/T.4/88/66/PID perihal Fatwa Mengenai
Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub ¢
Undang Undang Nomor 3 Tahnin 1971); :

20.5urat Edaran Jaksa Agung Flomor KPC/18156/24 (Tambahan Lembaran
Negara Nomor 936) perihal Penggelapan atau Pencurian Uang, Barang
Kepunyaan Negara oleh Pegavsai Negeri '

21.Keputusan Direktur Jenderat Anggaran Nomor KEP- 7/A/54/0193 tentang
Pedoman Penatausahaan Piittang Negara dan Pengero!aan Penenmaan
MNegara Bukan Pajak pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tlan
Kantor Wilayah Direktorat Jendaral Anggaran; ‘ - 'l-'

o
S o
) kW

>

22.Surat Edaran Direkiur Jenderal Anggaran Nomor SE- 147/A/51/1094

entang  Penggunaan SPM iormat  Baru dalam Implementasi sttem,‘-,_.,
Akuntansi Pemerintah,
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TAB XX

PENGUMGHAPAN 7L APORAM DAN PEMBUKTIAN

A, PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA
1. Pengungkapaii Kerugian Negara
Kerugian negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi yaitu :

a. Pengawasan Melekat (Waskat) v

Apabila di dalam pelaksanaan pengawasan  melekat  diketemukan/
diduga terdapat kerugian negara, maka pengungkapan kerugian negara
tersebut dilakukan sescgora mungkin pada kesempatan ‘pertama

(Contoh Form-i).

-

b. Pemeriksaan ofeh Aparat Pengawasan Fungsional 7

1) Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan; — ~
2) Badan Pengawasan Keuar ngan dan Pembangunan (BPKP),' “-  :

3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). "’,: o
Apabila dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dltemukén/dlduga
terdapat kerugian  negara, maka pengungkapan keruglanr_ negara
tersebut  dilakukan sesegera mungkin pada kesempatan"”'nertama
(contoh Form-1). | o

. Informasi Lein ’

1) Pemberitaan, haik dari karan, majalah, radio, televisi maupun media,_
A
massa lainnya;

2) Pengaduan, yang dapat herasal dari perorangan/ kefompok maupun

lembaga/badan hukum:

3) Keputusann  pejabat yang berwenang yang sudah mempunyai
)
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kekuat>n hukum tetap.
Dalam hal diperoleh informasi melalui sumber-sumber dimaksud, maka
Biro Keuangan dapat mengupayakan data tertulis mengenai  hal
tersebut,
Biro Keuangan selanjutnya dapat minta kepada unit di mana diduga
terjadi peristiva vang merugikan negara agar segera melaporkan hal
tersebut menurut tata cara pelaporan sebagaimana diatur dalam Bab II

B Petunjuk ini {contoh Form-3).

d. Pengaduan Melalui Kotak Pos 5000

Pengungkapan adanya peristiwa yang merugikan negara dalam hal ini
dilakukan oleh masyarakat vang disalurkan melalui Kotak Pos 5000.

Unit yang diduga terjadi kerugian negara wajib segera memberikan
tanggapan atas pengaduan tersebut secara hirarkis melalui pejabat
Eselon T kepada Menko Wasbang/PAN dengan tembusan kepada
Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal

Departemen Keuangan.

2. Pengelolaan Informasi

a. Setiap Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib meneliti  apakah informasi

yang diterima tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan

" negara yang diurus/menjacli tanggung jawabnya.

Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan
negara yang  diurus/menjadi tanggung  jawabnya, maka Kepala
Kantor/Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah hal tersebyt telah
memenuhi svarat  untal ditindaklanjuti - dalam rangka proses

penyelesaiar: kerugian negara,

Penelitian pada huruf b di atas dituangkan dalam bentuk Be'fiftla_'Alcéra

Pemeriksaam’Penthian, dimaksudkan untuk memperoleh  kepastian
1n - ' .

e




B. PLLAPORAN KERUGIAN NEGARA

. Kewajiban Mefapor

it e

mengenai :
1) Jumlah/besarnva keruginn negara;

2) Pihak-pihak yang harus bartanggung jawab atas terjadinya.lkgrugjan
negara; . R

3) Bukti-bulti terulis vang dapat rfipertanggung'jawagkaﬁ7‘_‘. u'rj_t_‘uk

mendukung butir 1) dan 2) di atas.

Apabila terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa'@
negara dirugiken di lingkungan Departemen [ieuangan, maka :

a. Pegawai atau pejabat di lingkungan Departemen Keuangan yang

mengetahui adanya hal tersebut wajib segera melaporkan kepada
atasannya secara lisan ataupun tertulis (Pasal 2 huruf j Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) (Contoh Form-4),

b. Kepala Kantor/Satuan Kerja vang mengetahui atau menerima laporan

tentang adanya ha! tersehut (i atas, selambat-lambatnya satu hari
setelah  miengatahui  atau mendapat  laporan wajib melakukan
penelitian/pemeriksaan atas kejadian atau  sangkaan/ dugaan
tersebut, dan melaperkannya  sesuaj dengan tata cara yang tersebut
pada butir 2 berikut ini,

2. Tata Cara Pelaporan dan Tindakan yang Harus Dilakukan

a. Bilamana terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan

bahwa negara dirugikan, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil
tindakan sebagai borikut -

1) Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Perbuatan Pegawai Negeri
Bukan Bendaharawan. |
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a) Mermbuat Berita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5);

b) Mengupayakan penyelasaian kerugian negara dengan cara damai

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB III A petunjuk
ini;

selambat-tambatnya tujuh hari setelah terjadi kerugian negara
atair terdapat  sangkaan/dugaan  bahwa negara dirugikan,_
mermibuat laporan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris
Jenderal  Departemen  Keuangan (Contoh  Form-9), dengan

melampirkan :

(1). Daftar pertanvaan untuk menyusun laporan kerugian négara
quna keperluan proses tuntutan ganti rugi yang telah dusu

Jawabannya (Contoh Form-103;

(2). Berita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5);

?

(3). Apabila Kerugian negara dapat dlselesarkan dengan cara
gamai, dilampirkan pula Surat Pernyataan Béttanggdng
jawab (SPB) apabila jumlah Kerugian negara befum pasts
(Contoh Form-6), atau Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTM) apabila jumitah kerugian negara sudah past! '
(Contoh Form-7); .

(4). Bukti-bulti lain vang berkaitan dengan kasus.
Tembusan laporan disampaikan kepada :

(1). Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
(2). Pejabat Eselon 1 u.p Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;

(3). Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan Departemen

12
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3 (4). Atasan Lang=ung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;
¥
2) Keruginn Negara yang Diakibatkan oleh Perbuatan Pihak Ketiga
- (Pencurian, Perampolan dan sebagainya).
i |
- 3 a) Melzporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak
§ Kepclisian setempat (Contoh Form-11);
f b) Membuat Berita Acara  Pemeriksaan terhadap pegawal/pEJabat
5
i yang bertanggung jawab atas pengurusan  uang atau barang
t yang  dicuri, dirampok, dan sebagainya, yang dibuat menurut
B '
. Form-5 seperti contely terdlampir;
] ¢) Menqupayakan penyclesaian kerugian negara dengan cara damai
i menurut tata cara sehagaimana diatur dalam BAB II] A,
d) Selambat-lambatnya tujuh hari setelah terjadi kerugian negara
* 3 atau  terdapat sangkaan/dugasn bahwa negara dirugikan,
membuat laporan  kepada Menteri Keuangan up‘Sekrétaris
; Jenderal Departemen Keuangan (Contoh Form 9) dengan
mefampirkan - -‘J'n
; (1). Daftar Pertanyaan untuk Menvusun Laporan Keruglénl Negara
- i (wna Keperluan Proses Tuntutan Ganti Rugl (Contoh Form-
t‘:': 10}, vang telah diisi jawabannya; " 3,
. (2). Perita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5); .
o .
. (3). Foto copy Laporan Kejadian (Contoh Form-11);
b by
¥ (4). Surat Keterangan dari pihak Kepolisian setempat di Tempat
Kejadian Perkara (TKP).
(5). Buldti-bukti lainnya yang berkaitan dengan kasus.

13




Tembusan laporan disampaikan kepada :

(1), Ketua Badan Pernriksa Keuangan (BPK-RI), Kepala Badan
Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) dan

Insnaktur Jendernl Departemen Keuangan;
(2). Pejabat Eselon 1 u.p Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;
(3). Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;

(4). Atasan langsung Képaia Kantor/ Satuan Kerja bersangkutan:

3) Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Peristiwa Di luar Kemampuan

Manusia (Force Majeur)

a) Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai/pejabat
yang bertanggung jawab atas pengurusan uang/barang (Contoh
Form-5);

b) Membuat laporan kejadian kepada pihak berwajib (Contoh Form-
11}

C) Selambat-lambatnya tujuh hari setelah terjadi kerugian negara,
membual laporan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris
Jenderal Departemen ‘euangan, (Contoh Form-13) dengan
melampirkan : e

(1). Daftar Pertanyaan untuk Menyusun Laporan Kerugtan Negara
Guna Keparluan Proses Tuntutan  Ganti Rugi (Contoh Form—

10), vang telah diis] jawabannya;

(2). Berita Acara Pemeril:saan (Contch Form-5); . '”-(.."

(bl;o qdﬂ
Tembusan laporan disarmpaikan kepada :

H



oo TSR i 2t
PR N A

P M ort e e ot 7§

SR

by, P e e

SET

ey s

AU g

i S et

(1} Ketua Badan Pemeriksa IKeuangan (BPK-RI)'E@I‘;‘."I‘('ép;aIa'_-Qadan

: .\" ‘.'I' ) I.“ .
Pengawasan  Fevangan  dan Pembangunan. (BPKP)_{':_L; dan

L
S
i

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

(2). Pejebat Tselon 1 u.p Sekretaris unit Eselon 1 bersangkutan;g{w

o

(3). Kepala Biro Keuvangan Deparlemen Keuangan;

(4). Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan'Kerja bersahgkutan;

b. Apabila kerugian negaé-a yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai
negeri buican  bendaharawan tersehyt mengandung unsur tindak
pidana khusus (lindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam
Undang-undang Nomor - 3 tahun 1971 dan atau tindsk pidana
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Nomor : 5
tahun 1955). Datam laporan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris
Jenderal Dovartemen “euangan tersebut wajib dinyatakan adanya
unsur - pidana khusuys, sedangkan penyerahan perkaranya kepada
Kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari Menteri Keuangan
€q. Kepala Biro Hukum can Humas,

- Apabila  Kepala Kantor/Satuan Kerja  tidak dapat menye!esaikan‘

sendiri permasalahan dimaksud, selambat-lambatnya tujuh hari setelah
diketahui adanya kerugian negara harus melaporkan kepada Menteri
Keuangan t.p Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, disertai
dengan  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus, (Contoh
Form-14).

Tembusan laporan disampaikan kepada :

1) Ketua Radan  Pemeritsg Keuangan  (BPK-RI), Kepala Badan

Pengaviasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur

Jenderal Departermen euangan;
15



2) Pejabi Fzolon T u.p Skretaris unit Eselon I bersangkutan;.
3) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;

4) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan

- Pejabat Alsan Langsung K ‘epala Kantor/Satuan Kerja yang menenma

tembusan laporan dimaksud pada butir 2 huruf ¢ di atas, waer
menyampaikan  pendapal kepada Pejabat Eselon I bersangkutan
melalui Sekretaris unit Eselon I selambat- Iambatnya tUJUh harl SEJak

menerima tembusan laporan tersebut, mengenai :

1) Sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundarf:' fl;lhdan'gan

vang berlaku, dan/atau:

2) Usulan penyelesaian kerugian negara bersangkutan,

. Sekretaris  unit Eselop | meneliti tembusan laporan dimaksud pad%’?;-s

butir 2 dan pendapat atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja
untuk kemudian menyampaikan pendapat dan usul huryf ddi atas
kepada Pejubat Eselon I bersangkutan.

. Pejabat Esclon T bersangk:itan dapat langsung memberikan putusan

atas pendapat dan usyf yang disampaikan oleh Sekretaris unit Eselon I

berkenaan,

. Pejabat Eselon 1 bersangkutan melaporkan dan memberikan pendapat

serta usul fentang penyelesaian huruf d di atas kepada Menteri

Keuvangan  u.p. Sekretaris Jenderal  Departemen Keuangan yang

meliputi :

1) Apakah terhadap pegawai negeri bersangkutan dapat dikenakan
sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlalur;



2) Apakah 'ciugian negora tersebut dapat dipertanggungjawabkan
kepada pogawai neger Lersangkutan;

3) Apakah dalam kasus kerugian negara  tersebut mengandung

unsur tindak pidana khwses dan apakah perlu diserahkan kepada
Kejaksaan:

4) Apakah kcrugian negara dapat diselesaikan secara damai.

h. Pelaporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara  dilaksanakan
oleh Kepala Kantor/Satuan <erja kepada  Menteri Keuangan u.p.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sebulan sekali (Contoh
Form-15).

Tembusan laporan tindak lanjut tersebut di atas disampaikan kepada

1) Sekretaris unit Eselon I;

2) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;

3) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.. o
- C. PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA R

Dalam  hal  terjacli kerugian negara ofeh pegawai ’hegeFif‘n
bendaharawan.

1. Oleh  karena f:engungkapan pertama  pada umumnya tidak/belum:

CUKUp memberikan data/bukti vang kuat untuk keperluan suatu tuntutan
ganti rugi, maka setelah Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan
kerugian  negara tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan
adalah segera mengadakan penelitian dan  mengumpulkan bahan bukti

tntuk nielengkapi laporan yang telah disampaikan, yaitu mengenai :
a. Peristiwa terjoclinya Kkerugian negara;

17




b. Jumlah kerugian negara yang pasti;

S
ok
+

c. Slapa saja yang tersangkut (pegawal negeri, pejabat maupun pihai:(
ketiga); | g
d. Unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;

e. Keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan, misalnya adanya Keputusan Hakim, jumlah yang telah

diganti dan sebagainya.

Dalam rangka pengumpulan data dan penelitian mengenai  kerugian
negara oleh Ycpala Kantor/Satuan Kerja dapat  dibentuk Tim Pencari
Fakta.

Perlu tidaknya pembentukan Tim  dimaksud tergantung pada bobot

permasalahan kerugian negara.

. Hasil penelitian dan pengumpuian bahan bukti mengenai kerugian negara
tersebut dilaporkan  kepada Menteri Kevangan u.p Sekretaris Jenderal

Departemen Keuangan dengan menunjuk pada laporan sebelumnya.
Tembusan faporan tersebut di atas disampaikan kepada ;

a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK-RI), Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur
Jenderal Departemen Keuangan:

b. Pejabat Eselon T t.p Sekretaris unit Eselon 1 bersangkutan;

€. Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;
d. Atasan Lanusung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

. Kepalé Kantor/5atuan Kerja waiib menyimpan bukti-bukti/berkas-berkas

yang berkaitan dengan kerugian negara tersebut.




=

PENETAPAN I'ESARNYA KERLIGTAN NEGARA o

Jumlah kerugian negara merupakan unsur yang menentukaﬁi;dﬁ{amrangka
ke

pihak yang

mengakibatkan timbulnya kerugian negara. = o

S

menetapkan basarnya beban yang harus ditanggung oleh

Pada prinsipnyn mengenai besarnya Tuntutan Ganti Rugi  tidak boleh.
melebihi jumlah kerugian vang diderita negara. Untuk itu perlu diberikﬁn{

petunjuk ringlas sebagai berikut

1. Kerugian berupa uang.
Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan jumiah selisih kurang

yang terdapat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya.
2. Kerugian berupa barang.

Pada dasarnya besarnya kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga
pada saat barang hilang/rusak.

Agar lebih jelasnya untuk masing-masing jenis barang ditentukan

1). Jumiah kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga pasar
resmi pada saat kejadian (hilang) yaitu nilai jual kendaraan
bermotor untuk menghitung BBNKB di instansi yang berwenang
(Kepolisian/Samsat) yang berlaku pada saat kejadian (barang
hitaing).

2). Jumlah kerugian ncoara, antara lain tabrakan, nilai - kerugian
negara ditetapkan berdasarkan nilai kerugian/biaya perbatkan,

3). Khusus terhadap supir yang dalam rangka tugas jabatannya
selaky demilian vong dalam tugas dinasnya mengemudikan
kendaraan dinas hila terjadi tabrakan yang disebabkan oleh

kelalaiannya  maka  yang  bersangkutan bertanggu'hgjawab
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sehesar 10 (SquiUh) persen dari biaya perbaikan kendaraan

tersebut,

. Barang peralatan kantor (bukan mesin) dan barang-barang lainnya.
Jumlalt kerugian necgara ditetapkan berdasarkan standar nilai jual
sesual SKB antara DIA dan Bappenas yang dikaitkan pula dengan
standar harga sesuai SK Kepala Daerah Tingkat I dengan pembandlng
harga pasar atau biaya perbaikan dalam hai terjadi kerusakan I?arang.

. Barang peralatan mesin-mesin kantor, _ i

Jumizh kerugian negara ditetapkan berdasarkan standar- mlal Juaf yang
diterbitkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Negara setiap tahun
- dengan pembanding harga pasar atau biaya perbalkan daJam hal terjadl

kerusakan barang. | e A

. Berbagai jenis obat dan Peralatan Medis.
Jumialy Kerugian Negara ditetapkan berdasarkan standar harga oleh
Direktorat Jenderal POM Departemen Kesehatan dan Pedagang Besar

Farmasi setempat pada saat kejadian atau biaya perbaikan dalam hal |

terjadi kerusakan barang.

e. Bangunan.

Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan perhitungan perkiraan
. nilai barang (bangunan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Cipta Karya Departeinen Pekerjaan Umum, dikurangi penyusutan

sesual ketentuan yang berlaku yaitu :

1). Bangunan Permanen sebesar ... 2 % per tahun
2). Bangunan Semi Permanen sehesar ... 4 % per tahun
3). Bangunan Darurat sebesar ... 10 % per tahun
Untuk 1), 2), dan 3) diatas penyusutan tidak boleh melebihi batas

tertinggi sebesar 80 %,
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f. Tanah

Jumlaly kerugian nea-wa ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual
tanah vang berpedoman pada Nilal Jual Obyek Pajak (NJOP) yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, juga memperhatikan

pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun
bersanqkutan.
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FENYELESATAM KERUGIAN NEGARA

PENYELESAIAN DAMAT

betelah dilakukan penelitian, apabila ternyata terdapat bukti kuat bahwa
seorang pegawal negeri bukan bendaharawan  baik  sendiri maupun
barsama-sama dengan pegawai/pihak ketiga telah melakukan pelanggaran _
dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka dalam upaya
memperoleh pengantian atas kerugian negara tersebut Kepala Kantor/Satuan
Keria dapat melakukan penyelesaian setempat dengan ketentuan bahwa
pegawai negeri yang bertanggungjawab dapat mengembalikan kerugian
negara yang menjadi tanggungjawabnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung

sejak kerugian negara diketahuyi,

Jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan, Kepala Kantor/Satuan Kerja harus
berusaha menvyelesaikan masalah tersebut secara damai sedini mungkin
Untuk memperoleh Penggantian atas kerugian yéng diderita oleh negara
dengan sepenuhnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan
jaminan yang cukup sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh

negara.

1. Syarat Syarat Penyelesaian Damai
Kepala Kantor/Satuan Keria  mengusahakan menyelesaikan kerugian

Negara secara damai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Jumlah kerugian negara sudah dapat diketahui dengan pasti;
Kepastian jumlah kerugian negara tersebut ditetapkan oleh _pejabat
Esefon I bersangkutan dengan bepedoman pada BAB II D Juklak ini';'*?




j"‘ . . ‘{:

b. Adany: poengakuan dan 1 pernyataan bertanggung]awab'

‘secara tertuhs

. r'|l;
dan keinginan pegawal negeri bukan bendaharawan untuk menggantl

dengan sukarela aios kerugian negara yang dtnyatakan dengan
membuat dan menandatangani di atas meterai cukup Surat Pernya;aan
Bertangqung jawab (SPB) apabila jumlah kerugian negara belum pasty
(Contoh Form-G), atau  Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak
(SKTM) apabila jumiair kerugian negara sudah pasti  (Contoh Form-
7);

c. Penyelesaian secara damai dengan SKTM harus disertai dengan jaminan
yang nilainya sepadan  dengan jumlah kerugian negara, yang dapat

herups :

1). Surat-surat berharga;

2). Surat-surat tanah;

3). Surat-surat kendaraan bermotor;

4). Bukti-bukti kepemilikan rumah/bangunan.

Penyerahan surat-surat/bukti-bukti jaminan tersebut disertai dengan :
1) Surat Pernyataan Jaminan (Contoh Form-16), dan

2) Surat Kuasa uniuk Menjual/Meielang/Menagih dari pegawai negeri
bersangkutan atau yang  diberi kuasa untuk itu bilamana yang
bersangkutan tidal: melaksanakan isi SKTM (Contoh Form-17).

Ashi surat-surat/bukti-bukti jaminan serta Surat Pernyataa.h Jaminan dan
Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang/Menagih - tersebut diserahkan
kepacla Kepala Kantor/Satuan Kerja, sedangkan tembusan/foto copynya
oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja disampaikan kepada Peja'bat Eselon 1
hersenglutan.

d. Pemuilihan kerugizn negara tersebut dilaksanakan dalam waktu tidak
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lebih dari 24 (dua pull; empat) bulan, terhitung sejak tanggal
SPB/SKTM ditanda tangani:

e. SPB/SKTM dibuat dalarm rangkap G (enam) di atas kertas yang
bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Kantor/Satuan KerJa

bersangkutan.
2. Tahap Tahap Penyelesaian Secara Damai

3. Penyelesaian damai untuk kerugian negara yang belqm dapat

dipastikan jumlahnya.

1) Untuk renjamin kepentingan negara, walaupun keruglan negara
jumlahnya belum dapat dipastikan, pegawai negeri yang meruglkan
negara tersebut dapal menyatakan bertanggung jawab atas seluruhv""‘ ‘
kerugian negara dengan membuat SPB yang diketahui oleh Kepala

Kantor/Satuan Kerja.

Z) Kepala Kantor/Satuan Kerja sebefum  menandatangani  untuk
menyetujui SPB yang dibuat oleh pegawai  negeri bersangkutan
wajib mempertimbangkan apakah dengan cara tersebut kerugian

negara clapat dipulihkan.
Kepala Kantor/Satuan Ilerja bertanggung  jawab atas SPB yang
telah ditandatanganinya.

3) Berdasarkan SPB terschut, Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan
hal tersebut kepada Pejahat Eselon 1 dengan melampirkan;
‘a) Asli SPB:

b) Bukti tertulis vang danat mendukung kepastian jumlah kerugian

negara,
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1)

5)

6}

c) Copy surat-surat jaminan (bila ada);
Tembusan laporan disampaikan kepada :

a) Menterj Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal;

b) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja.‘

Berdasarkan bukti yang disampailian oleh Kepala Kantor/Satuan
Kerja tersebut Menteri Keuangan cq. Pejabat Eselon I bersangkutan

menetipkan besamya kerugian negara (Form-6.1).

Apabila Pejabat Eselon T memandang bukti yang disampaikan Kepala
Kantor/Satuan Kerja belum dapat mendukung pembuktian jumiah

kerugion negara maka Pejabat Eselon T dapat :
a) Mencari bukti tambahan melalui Tim yang dibentuknya;

D) Meminta pendapat kepada Sckretaris  Jenderal uw.p.  Tim

Pertimbangan.

SPB dibuat dalam rangkap enam, lembar asli disimpan oleh Kepala
Kantor/Satuan Kerja bersangkutan, sedangkan lembar selanjutnya

disampaikan kepada :

a) Menterl Keuangan wu.p Sekretaris Jenderal [jgpérﬁé:'men

L

Keuangan;

b) Sekretaris unit Esefon I bersangkutan;

) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;

d) Atasan Langsung Kepata Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

‘:T »

e) Pegawai yang bersangkutan

Penyampailan  SPB dimaksud  dengan  menggunakan  Surat
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8)

Pang:nis.

Kepal wnimi atnmn Kerja waiib memantau pelaksanaan SPB

tersebutb,

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan  pelaksanaan
penyelesaian secara damai dengan SPB tersebut kepada Menteri
Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan melalui

Pejabat Eselon 1 bers :angkutan dan mengusulkan agar

a) “terhadap pegawal negeri yang tidak melaksanakan isi SPB,

(iakukan proses penuntutan;

b) Terhadap pegawai negeri bersangkutan dikenakan sanksi
administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berfaku;

c) Dapat ditetapkan kembali jumlah kerugian negara yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri bersangkutan

sehubungan dengan adanyd bukti baru.

Dalam  memberikan laporan  tersebut harus dilampirkan bukti

pendukungnya.

Tembusan laporan disampaikan kepada :

a). Sekretaris unit Eselon I bersangkutan; | ‘

b). Kepala Biro Keuangan Departemen Keuanganv e

en,'u:. .

c). Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Ker]a ﬁerééngkufan,

9) Pejabat Eselon I pada butir 5) di atas selanjutnya meneruskan;usulan

dengan disertal pertimbangan kepada Menteri Keuangan u.p Sel,{_retans

Jenderal Departemen Keuangan. i
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10) Penyelesaian damai ters=but tidak mznghilangkan kewajiban Kepala

K

Kantor/Shtuan Kerja untul melaporkan kepada : "
.a) Pihak Kepolisian setempat dalam hal terdapat unsur pidana umum.

b) Pihak Kejaksaan dalam hal terdapat unsur pidana khusus setelah -
mempearoleh petunjuk dari Menteri Keuangan ¢q. Kepala Biro Hukum

dan Humas.

Selain itu terhadap pegawai negeri bersangkutan dapat dikenai sanksi
administratif berupa hukuman disiplin  sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Catatan :

Apabila kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan pihak ketiga, dan

penyelesaian secara damai tidak dapat dilaksanakan, maka :

1). Jika perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut mengandung
unsur tindak pidana, Kepala Kantor/Satuan Kerja menyerahkan proses

penyelesaian selanjutnya kepada pihak Kepolisian setempat;

2). Untuk proses tuntuton ganti ruginya dilaksanakan dengan cara
menyerahkan perkaranya langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat. '

Penyelesaian Damai  Untuk Rerugian Negara yang Jumlahnya Sudah
Dipastikan |

1) Berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditetapkan Menteri Keuangan
Cq. Pejabat Esefon 1 torsangkutan,  Kepala  Kantor/Satuan Kerja
menawarkan kepada pegawai negeri bersangkutan untuk menyeleséikan
kerugian negara secara damai dengan membuat SKTM, bila ‘be'rdasalrkan

pertimbangannya  kerugian negara dapat dipufinkan dengan  cara




2}

3)

4)

demikian.

Apabila peoawai negeri besangkutan menerima tawaran'penyelesaian
damai dennan SKTM, Kepala Kantor/Satuan Kerja. menyarahkan""agar
pegawai negori tersebut membuat dan menandatangahi SKTM 'dalam
rangkap enam selanjutnya ikut menandatangani SKTM - sebagaf buktl

persetujuan bohwa kerugian negara diselesaikan secara dama

Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan SKT™ kepada T
a) Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal;

b} Pejabat Eselon I bersangkutan;

c) Kepala Riro Keuangan;

d) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja;

e) Pegawai negeri bersangkutan;

f) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dengan
permintaan agar diterbitkan Surat Penagihan (SPn) bagi pegawai
bersangkutan sejumlah kerugian termaksud dalam SKT M, apabila
kerugian negara akan dipulihkan dalam waktu lebih dari satu tahun.

Penyelesaian kerugian negara secara damai dapat dilakukan dengan cara:

a) Pembayaran secara Kompensasi.

Diperhitunakan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara,

yang dilakukan dengan carg

(1) Penghnsilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Perbendaharaan
dan Kns Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati
melalui  bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa
pemotongan (Contoh Form-20).
Kepala Kantor/Satunn Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke

28



e

rekening  Kas Moaara sebagai bahan laporan tindak IanJut

penyelesaian kerunian negara.

(2) Penghasilan tetap fainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor

Periendaharaan don Kas Negara, dipotong sebesar ]umlah yang
disepakati dan disetorkan ke rekening Kas Negara.
Dalam hal ini harus dibuat kesepakatan secara tertulis,

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melampirkan bukti penyetoran
sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian Kerugian negara.

b) Pembayaran secara Langsung.

Pegawai negeri yang bertanggung jawab atas kerugian negara dapat
menyetor iangsung melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekenmg

Kas Negara.

Dalam hal ini pegawai bersangkutan harus menyerahkan bukti

penyetoran tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan: Kerja* ;f;f$angk¢,tan

m

sebagai bahan penyelesaian selanjutnya,

Penjualan Barang Jaminan,
Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat

kuasa dari Penanggung jawab kerugian negara (Contoh Form=17)
kepada pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan
(Contoh Form-16).

Hasil penjualan barang jaminan diselorkan ke Kas Negara sebesar
jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada
penanggung hutang atau ahli waris atau mereka yang memperoleh
hak.

Apabila ponjuslan barana jaminan belum dapat menutup seluruh
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5)

6)

7)

8)

9}

kerugian negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh penanggung

hutang.

DaIam hal terjadi perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara
dan/atau jurnlah angsuran sebagaimana tercantum dalam SKTM yang
telah dibuat, maka harus dibuat SKTM yang baru dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) Jangka waktu maksimal 24 bulan sebagai jangka waktu pengembalian

kerugian negara tetap dihitung dari tanggal SKTM yang lama,
b} Dalam batas waktu tersebut jumiah kerugian negara dapat dilunasi.

Bilamana penyelesaian secars damai tersebut mengalami  kemacetan
dan/atau belum terselesaikan pada saat telah sampai pada waktu yang
diperjanjikan  sebagaimana tertulis pada SKTM, maka Kepala
Kantor/Satuan  Kerja waijib melaporkan hal tersebut kepada pejabat
eselon I bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :

a)  Sekretaris unit Eselon I
b} Kepala Birg Keuangan Departemen Keuangan;
€) Alasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja  wajib  memberikan
pendapat atas tembusan laporan pada butir 6) di atas kepada Sekretaris

unit Eselon 1.

Sekretaris unit Eselon 1 meneliti tembusan laporan pada butir 6) dan
pendapat atasan langsung  Kepala Kantor/Satuan Kerja pada butir 7)
untuk dilaporkan kepada Pejabat Eselon I bersangkutan. '

Pejabat Eselon I bersangkutan selanjutnya menindak  lanjuti laporan
tersebut di atas sebagai berikut : B

a) Meneliti apakah langkah yang dilakukan oleh Kepaia Kantor‘/S'atuan-




T e T

Kerja sucah sesual dengan ketentuan yvang berlaku; E .

b} Menilai  apakah  langkah Kepala Kantor/Satuan Kerja Unturk
- menyelesailan kerugian negara sudah tepat dan dapat dilaksanakan.

¢) Menyampaikan pendapat/tanggapan atas upaya damai yang ditempuh

4 Kepala Kantor/Satuan Kerja tersebut kepada Menteri Keuangan up.

; Sekretaris Jenderal;

| d) Bila perlu, meminta bukti tambahan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja
guna mendukung pendapat/tanggapannya tersebut sebagai lampiran

atas pendapat/tanggapan dimaksud huruf c) di atas.

B. TUNTUTAN GAN11 RUGT

| Penuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan dilakukan apabila
. %' telah tejadi kerugian negara  akibat perbuatan pegawai negeri dalam
| melaksanakan tugas kewajibannya yang dilakukan secara melawan hukum
lE yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi negara dan
: yang bersangkutan tidak mau mengganti kerugian negara tersebut secara
sukarela (pasal 74 ICW).

Untuk melakukan proses tuntutan penggantian kerugian yang selanjutnya |
. disebut Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah

schagai berikut :
1. Tindakan Pendahuluan

Dimaksudkan dengan tindakan pendahuluan adalah upaya untuk
memperoleh kelengkapan bukli sebagai  dasar pertimbangan - untuk

melakukan proses Tuntitan Ganti Rugi .
Upaya tersebut meliputi

a. Penelitian buldi




Oleh karer:n proses TGR tr'.':rebut dilakukan oleh Menteri/Ketua Lembaga
yang bagian anggarannya cirugikan, maka beban pembuktiarj 'ada. pada
Menteri Kouangan sebaani penuntut, sebagal pimpinan‘- departemen

yang bagizn anggarannya dirugikan.

Menteri Keuangan cqg. Sekretaris Jenderal-Departemeri'rf"kllé!;{-a)ngan
berdasarkan faporan yang  diterima dari- Kepala Kanto.r/Sa'FQajn Kgrja

dan/atau Eselon I, wajib mombuktikan tentang

1) Besarnya jumlah kerugian negara;

2} Besar/kecilnya kesalahan pegawai negeri bersangkutan;
3) Hubungan sebab akibat antara kerugian negara dan perbuatan”
melanggar hukum dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai

negeri bersangkutan.

Bila dipandang perlu Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal dapat
membentuk Tim Pencari Fakta untuk meiakukan tugas pencarian bukti-
bukti.

Keanggotaan Tim Pencari Fakta ini dapat berasal dari Tim Pertimbangan ]

Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disebut Tim Pencari Fakta.

. Perti.mbangan Penuntutan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Tim Pencari Fakta melaporkan kepada
Menteri Keuangan u.p Sckretaris Jenderal Departemen Keuangan
disertai pertimbangan mengenai  perlu tidaknya dilakukan proses

penuntutan f=bih fanjut.

2. Proses Tuntutan Ganti Rug;

- 1 b, L — R
Apabila Menter; Keuangan atas i

1

ertimbangan Tim berkeyakinan bahwa

e




terhadap pedrwai negeri bersangkutan perlu ditakukan proses TGR, maka

langkah-langl:ah yang periu dilakukan adalah

a. ‘Menteri Ileuangan c¢q. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
menerbitkan  Surat Pemberitghuan  Ganti Rugi  (SPGR) kepada
pegawai bersangkutan (Contoh Form-18).

SPGR tersebut disampaikan kepada pegawai bersangkutan mefalui
Kepala Kantor/Satuan Kodga dengan membuat tanda terima , (Contoh

Form-21 dan Form-22).

Salinan SPGR dan foto copy tanda terima disampaikan kepada :

1) Pejabat eselon I u.p Sekretaris unit Eselon 1 bersangkutan';
2) Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;
3) Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan

. b. Atas SPGR tersebut pegawai negeri bersangkutan dapat mengajukan
ki pembelaan diri secara tertulis selambat- lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya SPGR tersebut dengan dtsertal bukﬂ?bhu'ktt yang
| “f'ELSekretar;s

kuat, yang disampaikan kepada Menteri Keuangan wu.

Jenderai Departemen Keuangan melalui § {epala Kantor/Satuan Kerja.

C. Menteri Kouangan cq. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan,.s__
meneruskan pembelaan  dimaksud  kepada Tim Pertimbangan untuk

* memperoleh penilaian dan pendapat.
Catatan :
3 Apabila  pegawai negeri yang bersangkutan telah menanda tangani
| SKTM, maka penuntutan tidak  dimulai dengan menerbitkan SPGR

tetapi langsung  diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi

Tingkat Perfama.

d. Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama.
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1)

2)

3)

4)

' puluh) hati sejak dite erfrmanya keputusan tersebdt

5)

Apabita pegawai neaeri yang bertanggung jawab atas kerugian
negarn  mengajukan  pembelaan dan  diterima, maka Menteri
Keuvangan segera menerbitkan  Keputusan Pembebasan, dan

disarmpaikan kepada pegawai negeri bersangkutan melalui Kepala

Kantor/Satuan Kerja yang dibuat (Contoh Form-18. 1);

Kepala Kantor/Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan Keputusan
di maksud butir 1) kepada pegawai negeri bersangkutan dengan

membuiat tanda terima menurut (Contoh Form-21 dan Form-22).
Salinan Keputusan dan foto copy tanda terima disampaikan kepada:
a) Sekretaris unit Eseion [ bersangkutan;

b) Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan Departemen

Ketrangan;

) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;
Apabila pegawai negeri yang bertanggungjawab atas kerugian
negara tidak mengajukan pembeiaan diri atay apabila pembelaan
diri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
ditolak, maka Menteri Keuangan cg. Sekretaris Jenderal segera

menerbitkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama
(Contoh Form-19), dan disampaikan  kepada pegawar negerl

'bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kena

Atas Keputusan Pembebanan tersebut, pegawal negerr yang
bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Presrden melalw
Menteri  Keuangan selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tlga

el FT
Menteri Keuangan sclanjutnya menugasi Tim Pertrmbangan untuk

menilai permohenan b banding pegawai negeri bersangkutan
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6) Setelah meneliti permohonan banding, Tim Pertimbangan-dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Wa_]lb menyampaikan
hasil penilaiannya tersebut kepada Menteri Keuangan me!alun

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan,

7) Menteri Keuangan selanjutnya meneruskan permohonan bandmg
dimaksud kepada Presiden dengan disertai pendapat dan saran |

8) Dalam hal permohonan banding ditolak, maka Mente
meneruskan keputusan tersebut kepada pegawai- berééngkutqn
melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja dengan membuat tanda tenma
(Contoh Form-21 dan Form-22). fw

9} Dalam hal permohonan banding diterima seluruh atau sebagian,
maka Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal Departemen
Keuangan memberitahukan hal tersebut kepada pegawai negeri
bersangiutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja dan selanjutnya
akan  difakukan  penghapusan  seluruh  atau sebagian

tagihan/kerugian negara.
Catatan :

Walaupun  pegawai  bersangkutan mengajukan  banding  kepada
Presiden, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Pertama yang
diterbitkan oleh Menteri Keuangan tersebut wajib dilaksanakan apabila
hal tersebut tertuang dalam Keputusan pembebanan dimaksud
(Staatsblad 1904 No. 241 pasal 5).

3. Penyelesaian Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata

1(erugi'an negara bukan kekurangan perbendaharaan dapat diselesaikan
melatui proses TGR berdasarkan ICW sepanjang hal tersebut belum

daluwarsa.

Menurut pasal 9 Staatsblad 1904 Nomor 241, daluwarsa tuntutan terhadap
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peqawal neac i bersanagaian oo balh

a. Setefah lesmis lima o dibitung =ooedah akhir tahun kerugian itu

dilcetahui;
Setefah levai defapan Lahon dihitung <2sudah akhir tahun perbuatan

atau kelalainn yong menvebabkan keroaian ity dilakukan:;
Daluarsa untulc tuntinan foiadap pengsipu, keluarga terdekat “yang
memperoleh Bak, atau ahli i3 adalah liga tahun sejak bendaharawan

pegawal  negeri beivwigkutan moninggal dunia,  atau yang

alau
sholaan tanea ada keputt.nsan'l.dralr,i"'pejabat

bersangkutan moengaiukan 1o
yang berwenal i, . P
) My "

~hut sucah daluarsa, maka. pep'yelesaia'n
7

Apabila kerugian negara ter
i ditaloskan berdasarkan ketentuan TCW

kerugian negarn tidak canal
mefainkan man-gounakan kelrninan hukum irerdata, e

a. Kerugian Megara yang  Ditchabkan Perhiatan Melawan Hukum oleh

Pegawai Noegori.

1) Atas dasar iaporan kernainn negarn <ebagaimana di maksud pada

BAB IT B butir 2. petinjuk ini vaiig disampaikan oleh Kepala

Kantor/5atuan Kerja, ©ienteri Reusnagan c¢q. Sekretaris Jenderal
Departeman Kenangan ~wlanjutnya menugasi Kepala Biro Hukum

dan Hubunaan Masyarckat untuk monyelesaikan kerugian negara

yang telah daliuarsa torchut melalui peradilan perdata,

2) Kepala 2ot oo Fhamas melanorkan penyelesaian tersebut

kepada Flonteri Fouanoan u.p. Selveiaris Jenderal Departemen

Keuanu:n donaan tep' g kKepadn
a) Pejabal Haelon 1 ey ngkutan;
b) Kepoia Biro fenanos Departamen Keuangan;

C) Atas Langaing eonly Kantor/“atuan Kerja;




)y & opala Eaniop/onen Kerja besangkutan;

imebablan Terbuatan Melawan Hukum oleh

b. Kerugian Pleonrm yoang
Pihak Kei o
1) Apabile pihak ketiga ii-0k bersoclin menyelesaikan kerugian negara
dengan cara damai <~hagaimana di maksud pada BAB III A, maka

:

g Kepala iantor/Satuan *ivrja waiih mencantumkan  hal tersebut

* dalany Iaoorannya kepaoddn Mentor Keuangan u.p Sekretaris Jenderal

!3' Departemen Kevangan,

:

§ 2) Menteri ¥onanaan oo, Sokretaris Tenderal Departemen Keuangan

g sclanjuinya menugasd Kepala Bivo Hukum  dan Humas untuk

; menyei saikan masnioh tersebub berdasarkan  ketentuan hukum

f perdat::.

'

i 3) Kepata Siro Hukum o Humas mclaporkan penyelesaian térSebut
kepada Menteri Keuanaan u.p. Selretaris Jenderal Departemen
Keuangan dengan temtaan kepach '
a) Pejahat Eselon Ther-angkatan;

; B} Kepala Biro Kouanagan Neparternen Keuangan; ;

'f ) Atasan langsung enala Kantor/Satuan Kerja; .
d) Kepaln Kantor/Satinn Kerja bersangkutan; | L

4. Penuntutan Beidhzarkan Kelepunn Hulium Midlana.

kerugian Nega v seiain dopai Cisclesaikan berdasarkan 1CW dan ketentuan, -

hukum perdats =chagaimann elah diurailon tersebut di atas, juga dapat

diselesaikan hordasarkan ketainan hukom cidana.

hiuan hubam pidana ini dilakukan apabila

:
{ Penyelasaian D vdasarbian o

dalam kerugiai neaara torses ! memenuhi Hnsur pidana.

ar itum Pidana Umum.

o

a. Penuntutan Dordasok




leruging feenn vang coomenuhi rmsdr ketentuan hukum pidana
vmom b sehageiiena ditenlubon dalam KUH Pidana seperti

pencurie, porampakan, oonggelapan, dan pemalsuan.

1) Kerrginn Negara v disehablan Perbuatan Melawan Hukum

oleh pramwai negori,

Kerucim negara yanag memenuhi unsur pidana umum sekali-kali
tidak dianggap selecni begitu seja walaupun pegawai  negeri
terselul ielah menonanti sepenuhnya kerugian negara atau telah
diken:i huluman disictin berdasar-an PP Nomor 30 tahun 1980
(Surat Fdaran Fejaksron Aguna Memor KPC/18156/24 tanggal 31
Olctobrr 1955),

2) tangkah-langkah  Kepala  Kantor/Satuan Kerja  dalam  upaya
membanty penyelesnian kerugian negara yang memenuhi unsur

pidana irmum acalah

a) Sercra membuat Irporan terlolis dan menyampaikan kepada
kepalisian sctempal {contoh Form-11).
Tembusan laporan disampaikan kepada ;
(1) Menteri Keurnaan u.p. Seloetaris Jenderal Departemen
Heuangan;
(2). Pejabat Esolon T u.p  Sekretaris  unit  Eselon 1
hersangkutan:
(3). Kepala Biro Kevzngan Dopar nmen Kevangan;
(4). Alason Langsung  Kepala Kantor/Satuan  Kerja
horaanglutan:
b} Meigodakan pensiiin febiby fanict mengenai kejadian, macam

dan jumlah kerugion, selanjutnya mengambil kesnmpulan yattu

(1), Fleneruskan peoses lebih lanjut sesuai Tuntutan Gantu

T
B




C.

b). Denda, Fembavaran uang pengganti dan/atau ;

c). Sanksi-sanksi lain yang dapat dinilai dengan uang.
Tembusan laporan disampaikan kepada :

1). Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

2). Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

3). Kepala Biro Keuanaan Departemen Keuangan;

4). Atr=an Langsuna Fepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan;

. Apabilo Lorhadap peaieeni pegeri oloh pengadilan dijatuhi pula
hukumay  pembayaran uang  peroganti, maka  hal  tersebut
merupalan hutang vang harus dibavar eleh yang bersangkutan
kepada negara dan diparhitungkan ~ebagai pembayaran kerugian
negara. Jika denoan pembayaran lorsebut kerugian negara belum
dipulinkan malka terhadap sisa keruaiannya dilakukan proses TGR

seperti I~lah dikemulaan pada BATUITT B butir 2.

PEMBEBASAN PENMUNTLTAN

Ternadap pegoval negeri/pihek ketiga yona bertanggung jawab  atas
kerugian yang diderita oleh nocara dan kepadanya belum diiakuk.an suatu
penuntutan karena tidak culp bukti untul: dilakukan penuntutan, maka
Menteri Keuanoan cq. Sekretaris Jenderal opartemen Keuangan dengan
suatu  surat dapat  membehaskan  porontutan  terhadap  pegawai
negeri/pihak ketign bersangkulon (contoh Ferm-14,1).

Pembebasan praunintan ini fde's menutup “omungkinan untuk dibukanya
proses penuntiian tembali, 2eohila dikeeslian hari ternyata diperoleh

bukti baru vang ok,

PENYELESATAN FERUGIAMN NEGARA PADA PPOYEK o
Bila dalam pencololann proye’ toradi keruginn negara, maka iamgkah yaﬁ_lg
f | ,‘
Iﬁ ”‘:?-‘:
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harus dilakeutean o5 Pomimpin 1ok adalah .
1. Melaporkan cara teriulis opada Menior Keuangan melalui Pejabat
Eselon I bare nalutan deno harpedoman pada BAB 1T C.

~. Mengupayale ponyelesaien cncara doaeni sedini mungkin . dengan

.
i

berpedoman pada DAR 11T A,
Menyerahkar proses Tuntiin Ganti Rici kepada Pejabat Eselon I

el

hersangkutan

LT

4. Mencantumkan  adanyn ke
dalam Berita “carn Sernh Terima Proyels dari Pemimpin Provek kepada

pejabat unit <ruldori borseoeknian,

Catatan ;
Pirit forhadap roareka yang bersalah yang

L. Proses Tuntuion Ganli B
mengakibatkan keruginn oo dilakulan sebagaimana diatur pada

BAB III B.

Apabifa kerugiaiy necara Tersshut dilakilan oleh Pemimpin Proyek

bersangkutan, maka Atass Langsung  =ruktural Pemimpin Proyek

bersangkutan waijib melapertan kepada Menteri Keuangan melalui

Pejabat Eselon 1 besanglutan.

i
i

fegian negara yang  belum  terselesaikan



tam vq‘ I“!

PETTACSTH {\ rt

A. DASAR PENAGIHAT!

3

Untuk pemulihan kerugian negara rorly dilakukan tindakan penagipap:[’

Vo

Dasar dilakukanma penaginan ivrhadap peoawai  negeri yah_cjkareﬁa

perbuatan melawrn hukum dan/atau melalailan kewajiban negara yanél

mengakibatlkan kerugian negara adalah B

L. Surat Pernyatoan Rerianggung  jawab (5°13) atau Surat Keteranganf?-‘ﬁﬂ
Tanggung Jawnb Mutlalk (SET14) disertasi Surat Kuasa Pemotonganw
Gaji/Penghasilan.

2. Surat Keputusan Pembebanan  Ganti Pimit atau Surat Keputusan
Pembebanan Ganti Rugi Tingkal Panding vang tefah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

B. TATA CARA PENAGIHIAN

Tata cara penagihan untuk memudihlan keruginn negara tersebut dilakukan

sebagai berikut :

L. Kepala Kantor/Satuon  ¥erjy <dalam waldy tujuh  hari kerja sejak
diterimanya suiat pernyataan/znrat keputusan/surat penetapan di maksud
huruf A di atas, meminta kevada KPKN setempat menerbitkan Surat
Penagihan (Srn} atas  nama pegawai/pihak ketiga yang telah
mengakibatkan/bertanggung javab atas kerugian negara.

2. Kepala Kantor/Satuan Kerja memantau penerbitan SPn dan  realisasi
pelunasannya  =erla  mclaportan perkembangan penagihan tersebut

kepada Menteri Keuangan u.p Srkretaris Jenderal Departemen Keuangan.
Tembusan laporan disampaikan l'opada :

13




C.

a. Inspektors ot Dere - nen Keuanaan;

h. Pejabat Ee len Eoop Selo 7 win unit Bselen T bersangkutan;

¢. Kepala Bire Veunnnan Depvinmen Keurngan;

d. Atasan Lasasuna Kepala ! ontor/Satisan Kerja bersangkutan;
PENAGIHAN St ARA PAKSA

Apabila penagihan kerugian noenia mengalami kemacetan sehingga tidak

membawa hasil selama tos bulan berturut-turut, maka ti?{?g':ﬁégihaq

salanjutnya diserahian kepada Padan Urusan Piutang dan Le!aﬁg,'fNegard_i' '

(RUPLN) untuk dilalukan peneaihan secars poksa.

[
! £

Froses penagihan socarg paksa torsebut dilakulkan sebagai berikut

o

Kepala Kantor/Satuan Kerjo selambat-lambatnya  tujuh  hari sejak
menerima  romboritahuan Femacetan  fagihan dari KPKN wajib
melaporkan  komacetan  torsehut kepada Menteri Keuangan u.p
Sekretaris Jrndaral Departemen Kevangan dan dengan tembusan

Pejabat Eseion T boisanakui o

Pejabat Eselon [ setelah meneliti tembusan laporan pada  butir 1. di
atas selambai~lambatnya tuinh hari menyampaikan pendapat dan usul
kepada Merieri [Keuangan w.p.  Sekretaris  Jenderal Departemen
Keuangan aqnr penagihan atas kerugian negara  yang  mengalami
kemacetan «Jiccrabkan kepada Kepala Padan Urusan Piutang dan

Lelang Negara (BUPLIY,
Menteri Keunnonnn o, Selietaris Jendeoral Departemen Keuangan
menyerahkaii piutang macer tersebul opada Kepala BUPLN sesual
dengan ketontoan yana hoylalan,

Dengan  dicciohtonnva ritang  macet kepada  BUPLN,  maka

pengurusan pinlang selanininya beralih kepada BUPLN dan sejak saat

4




PR ST

itu KPIKN bors: ododan et mf\an pensaihan piutang tersebut. i

% 4. BUPLN cq. KPP selempat o-nerbitkan keterangan berupa Piutang
- ' vang . untuk Scrocntara Belom fonpat ditagih (PSBDT) dalam hal upaya

R RSP eT SSSELR

penaginan yant telahy dilale o terhadap penanggung hutang tidak

b BT et mL

- membawa hasil

. _-fi D. PEMGHAPUSAN PIUTANG NEGAP

Penghapusan piviang nogara cilaksanakan  dalam  dua  tahap, yaitu

penghapusbukuan pinlang nogars dan penghapusan pivtang negara.

1. Penghapusbulcan Pialang Nesora
Agar piutang nogara yano fermasuk dalam Piutang  yang  untuk
Sementara Belum Dapat Ditegih (PSBDT) sebagai dimaksud -dalam
huruf C BAB ini Tidak terus menarus tercatal dalam administrasi piutarig

negara sehingcan dipercieh gembaran yang sesungguhnya mengenal

jumlah yang akan diterima, 1maka terhadap piutang tersebut perlu

. divsulkan untul: dihapushukiten,

T R T

<egiatan yang =1iu dilakukan -

A, Menteri Keunngan cq. Sekrelaris Jenderal setelah mer'1erima"-‘fPSBDT |

. dari BUPLN (KP3M sctempal) meminta advis kepada BPK- RI untuk

usul penghajusbukuan pitang negara bersangkutan.,

b, Balam hal DBFK-RID dapat menyetujui penghapusbukuan  piutang
negara terstbut, rekomendnsi dari BPK-RI dipergunakan sebagai
dasar bagi Menteri Keuanonn cq. Sekretaris Jenderal Deparemen
Keuangan ik mengusuitan penghapusbukuan piutang negara

tersebut kepavis Manleri Mevangan (nasional) melalui Kepala BUPLN.

o

Kepala BUI'LT menvampeitan perlimbangan  untuk  penghapus-

hukuan piuteng neama kepoda Mentari Kouangan.
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d. Atas pertimbangan <epala  BUPLN, Menteri Keuangan dé‘iﬁat

menyetujui atau menolak usyl tersebut.

€. Kepala BUPLN menyampaikan persetujuan atay penolakan tersebut
kepada Menteri Keuangan up. Sekretaris Jenderal selakuy penyerah

piutang.

f. Dalam hal Menteri Keuangan (nasional) menyetujui  usyl
penghanushukuan maka Menteri Kevangan cq. Sekretaris Jenderal
selakil nenyerah piutana menerbitkon keputusan penghapushukuan
pivtana iaaary sebaoni dasar untol menghapuskan piutang dari
buku Pang pada et Eselon 1, unit vertikal, dan KpPkN

bersang! nitan,

9. Dalam Ial Monter Kenongan (nasional) menoplak usul penghapus-
bukuan, maka Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal memberj

tahukan penolakan tersehut kepada tnit Eselon 1 bersangkutan.
2. Penghapusan Piutang Nega

a. Pfutangmpfui:ang Negara yvang  telah dihapusbukukan setelah
melampati batas wakits dajuwarsa menurut hukum perdata dapat
dihapusk;r dengan keputusan Montes Keuangan (nasional) yang

proses pﬁ:r'm:szmaapmya ditakukan oleh BUPLN.

b. BUPLN setelah melakykan penghaptisan piutang negara dimaksud
wajib meimboritahukan Fopada Mentor Keuangan up. Sekretaris
Jenderal  selalg PENYErah piutang  untyuk selanjutnya sécara
hierarkhis meneruskan pemberitahuan tersebut kepada

Kantor/Satimn Kerja bersangkutan,

E. PEMBEBASAN TACTHIAN NEGAR A

Tagihan negara drnaenp tdak Lanlountul ditagih dan karena ity dapat

it




dibebaskan (1-»ai 19 10,
Dasar pertimi “ngan pernbaoleean tagihan negara tersebut adalah keadllan

yaitu selain 'orena londic cosial ekonomi o penanggung hUtang t|dak

£ memadai jug inilai pegereei hersanglutan mempunyai jasa yang besar
E terhadap negara. |
3 .
. iﬁ Dengan demikiom pembebaon tagihon noegara ink merupakan keuntungan
bagi pihalk yana berhutang.
i Langkah-lanakalhy dalam upava  penyelesaian admnistrasi lebih  lanjut
berupa pem!—~hasan tagihan negara adalah @
1. Yang beriviang secara akiif mengajukan permohonan kepada Menteri
. Keuangan sccara tertulis cdengan me!ampirkan bukti-bukti pendukung
yang dipcilukan (misalnya: tanda jasa, keterangan tidak mampu dan
- g sebagainyn).
' 2. Menteri Kauangan g, Tirny Pertimbangan meneliti permohonan tersebut
. untuk momastikan apakah permohonan tersebut layak diterima atau
ditolak.
3. Dalam hal permobonan iayak diterima, Menteri Keuangan meminta
pertimbangan kepada BPK-RI sesuai Surat Sekretaris Dewan Menteri
Nomor 11219/52 tangagal 5 Agustus 1952,
- j 4. Atas petliinbangan BPK-RI tersebul Menteri Keuangan menerbitkan
; Keputusiin Pembebasar Tagihan togara (SK Pembebasan), yang
] disampailan kepada pegawai bersangkutan  melalui  Kepala
j Kantor/Satunn Keria bersangkutan dengan tembusan kepada
X j a. Badar Momeriksa Keuangan (BPIC-RT), Badan Pengawasan Keuangan
i

dan i*ombangunan (PKP) dan Inspektorat Jenderal Departemen

Keuanoan;

b. Sekreiaris unit Eselon 7 hersangkuian,
47




c. Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan;
d. Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

e. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;

KPKN berdasarkan tembusan SK Pembebasan tersebut menghapu§kan

tagihan negara dari buku catatan piutang;

6. Dalam hal permchonan pembebasan ditolak Menteri Keuangan,
penolakan iorsebut disampaikan kepada pegawai bersangkutan secara

tertulis.

F. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NECGARA
Dalam hal dopat dibuktikan hohwa atas jumlah kerugian negara yang
telah dibayark:n ke rekening Kas Negara ternyata lebih besar daripada

yang seharuspya  dan/atav vang  ssharusnya  tidak dibayar, yéng

bersangkutan dapat mengajnkan permohenan pengembalian '_I_<e<|ebihan

tagihan negars danfatau yanag felah dibayarkan dengan tata cara.;éebagai

herilaut : W :
. .“"\'H . H . ‘”

1. Pegawai yna bersenglitan mengajukan permintaan peﬁéémbalién
. . N
jumiah uaia vang telah terlanjur disctor ke rekening Kas Negars

renaln o Mantor/Satuan Kerin bersangkutan, dengarn

i

kepada

e e,
e st e e o A

melampirksn ;
a. Fotocop tanda bukti «olor (SSBP) vana jelas;
b. Nama banic teimpat prmbayaran.

Kepala Kantor/Satuan Keria bersanghkulan meneruskan permintaan

RS

et ep _

pengembalinn tersebut kepada Kantor Perhendaharaan dan Kas Negara

) (KPKN) sctemipal, dengan m=lampirkan
a. Fotocopy tanda bukti selor (SSBP) yang jelas;

b. MNama banl: tempat pembayvaran,

15
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4.

KPKN setempat meminta rekorriendasi dalam bentuk formulir PGS 11

kepada Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) bahwa uang tersebut telah

dipukukan oleh KTUA, dengan melampirkan :

a. Fotocopy surat permintaan pengembalian dari Kantor/Satuan Kerja
bersangkutan;

b. Fotocopy tanda bukti setor (SSBP) yang jelas;

c. Nama bonk tempat pemnbayaran:

d. Surat Kelerangan Pambulian DA.OG.25.

Atas dasar surat dari KPKM torsebut, KTUA menerbitkan PGS 11.

a. Lembar nsli, disampaikan kepada KPKIN bersangkutan;

b. Tindasan, disampaikon  kepada  I<antor/Satuan kerja  cq.
bendaharawan bersanglaian,

Atas dasar I'GS 11 tersebit, hendaharavan mengajukan SPP ke KPKN

setempat.,

KPKN setelaly imenerima SPF dari bendaharawan, menerbitkan SPM.

Bendaharawsn  menyerahkan  SPM termaksud  kepada pegawal

bersangkutan untuk divangtan.




e

BAB V

PENYELESATAN ADMINISTRASI

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

Penyelesaian administrasi dalam hal kekurangan berupa barang inventaris yant_*}
terjadi  karena  kesalahan/kealgann maupun  yang terjadi  di luar
kesalahan/kealpaan pengguna/penanggungjawals barang inventaris dilaksanakan,
dengan  berpedoman pada  Keputusan Menieri Keuangan Nomor  KEP-
470/KMK.01/1994 tangaal 20 September 1994 iontang Tata Cara Penghapusan

~ dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara (terlampir).
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HUBTIMGAN AN £ TUNTUTAT GANTI RUGI

DEFEATT CATIGT LATHTIYA

HUBUNGAN DEN: AN SANKST KEPTOAWATAN,

Sanksi di bidang Tuntutan Ganii Dugl yang telnh dijatuhkan kepada  pegawai
nageri bukan bendaharawan tidsl menutup kemungkinan untuk dijatuhkan
sanksi kepegawaian sesuai dengin ketentuan yang berlaku kepada pegawai
negeri bersangkutan.

Pengenaan masing-masing san'=i tersebut lidak perlu saling menunggu,
namun demikian apabila sanksi 161 ternyata diputus lebih dahulu maka dapat

dipakai sebagai partimbangan baci penjatuhan sankst kepegawaian.

Sebaliknya bila sanicsi kepegavaaian diputuskan lebih dahulu, dapat dijadikan
dasar petimbangan untuk mencntukan besar kecilnya jumlah pembebanan

ganti rugi yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan

FILBUNGAN DENGAN SANKST PERDATA/PIDANA,

Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah
mempunyai kekuatan hukum ictap terhadap pegawai negeri bukan
bendaharawan, maka putusan hakim  tersebut dapat  dijadikan  dasar
pertimbangan untuk menetapkan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Pasal 74
ICW jo. Stbl. 1901 Nomer 241.

Namun dalam hal putusan hakim pidana membebaskan pegawai negeri bukan
bendaharawan yang bersangkuian, putusan tersebut tidak dapat dipakai
sebagai dasar untuk membebasi-an yang bersangkutan dari sanksi. Tuntutan

Ganti Rugi.
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A ORGANISASI YAL': MFELAKSAIC 3N PROSET PENYELESAIAN 'KERUGIAN

TAROVIET

SRGANETIACT AN PENATASAHAAN

NEGARA 5 'j
1. Pada tingkat Lmerah, Kepaln Mantor/Satuan Kerja di mana -‘-‘kerugiar'r.-_
penyelesaian kerugiam.,

8

negara terjadi, ditugaskan mombantu proses
negara tersebui sampai doncan Surat Pernyataan Bertanggungjawab dan

pelaksanaan penagihan.

2. Pada tingkat Withyah, Kepala antor Wilayah/Atasan Kepala Kantor/Satuan

Kerja menunjulc pejabat  barvahannya untuk membantu proses

nenyelesaian kerugian negara i maksud dalam hal penilaian laporan dari

dzerah dan memberikan pendapat kepada Esclon 1.
3. Pada tingkat unit Eselon 1, Poinbat Eselon T menunjuk Kepala Bagian
penyelesaian

!
LLLLL

kerugian negara  yang terjadi di unitnya  masing-masing  dengan
menetapkan jumlah kerugian negara dan mengupayakan penyelesaian
damai  serta peongusiion beenda Menleri Keuangan  guna  proses
penyelesaiannya.

Keuvangan  Departemen  Keuangan

4. Pada tingkat pusat, Kepala  Riro

membantu proses penyelosainn orugian noegara,

B.  PENATAUSAHAAN FASUS KERUGTAN NEGARA
Dalam rangka menunjang Lolancaran penyelesaian kerugian  negara,

1.
setiap- pimpinan unit organisa<i haik  tingkat  Daerah/Wilayah  maupun

tingkat pusat di lingkungan Departemen Ieuangan wajib melaksanakan
penatausahaan berkas kasus kerugian neoora yang ada pada unit-nya

secara sistematis, tertib/ioratie dan kroneloaia,

Ty




2. Berkas yang s ada pads

2
ot

Kepala Kantor/Satuan

d.

© tiap kasus Lerugian negara adalah

Berita Acora Pemeriksasn vang dilakuilzan oleh Kepala Kantor/Satuan

Kerja atas oleh unit peineiiksa fungsional. ‘ |
Laporan foiadian hosenin impiran-lampirannya.

Daftar Portanvaan Untis HMonyusun Laporan  Kerugian Negara Guna
Proses  tuntutan Gandi Do, I'

Berkas-b1kas fain yano borkaitan dengan kasus kerugian. ‘negara

(bila ada) seperti :
Laporan kepada pihal: Kepolisian/lejaksaan. _ , ‘
Surit Pernyataan Bertangaung  jawab (SPB)_‘.{;_";,/‘ Surat

i

1)
2)

Keterangan Tanggung jawab Muilak (SKTM). A _
4

LR B
! 1.

3} Surat Kuasa Pemotnngan Gaji/Penghasilan. oy
Laporan  Hasit  Pemeriksaan (LHP)  aparat  pengawasan

e
i

usional,
Tembusan Laporan Menteri Keuangan ke BPK-RI.

5)
6)  Surct Pemberitahua Ganti Rugi (SPGR).

7Yy Sural Pembelaan,
8) Surat Keputusan IPembabanan Ganti Rugi Tingkat Pertama

9 Surat Permohonan Ronding.
180) Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding

11} Surst Penagihan (5i),
12) Foto copy Surat Soinran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan.

13) Surat Keputusan i'~nghapusan Tagihan Negara.

14) Vonis Haldm Penosdilan,

orja teranat keruginan negara terjadi wajib:

Membuat 1'aftar Kerugian Iegara (conlah Form-37).
. Mencatal perkembangan Indak lanjut  penyelesaian  kerugian negara

o
53




dalam Daftar ciraakaod pada Bativ 3 hural ». di atas dan mefaporkannya
kepada pimpin-m unit Es=lon 1 1orsangkutan,

c. Menyimpan dra mengaman!on semua berkas/buku,  dokumen/surat

dan alat bukti Hinnya yang torail dengan peristiwa yang menimbulkan
kerugian negara,
4. Atasan Kepala Kanior/Satoan Eovin dimaksud pada butir 3 huruf a di atas

wajib:
a. Membuat Dafi:w Kerugion Necara sebagaimana dimaksud pada butir 3

e i i i B

huruf a. di atiys, sehagai alat pemantau.

b. Mencatat peri:cunbangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara
dalam daftar dimalksud pada butir 4 horuf a. di atas, atas dasar
faporan tindak lanjut tersebut pada di atas.

. ; 5. Selretaris unit Esoion T o.p. Kepala Bagian Hcuangan atau pejabat yang
i ditunjuk wajib :
. a.  Membuat Daftar Kerugian Mrgara sebagaimana dimaksud pada butir
3 huruf a. di atas, sebagai alat pemantau, |

b.  Mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian n"e‘.*'gara.
dalam daftar dimaksud pacdn butir 5 hoeof a, di atas, a'ﬁaé wdasar.

- L ),
laporan tindak Ianjut di atas. e )
- 6. Penatausahaan dalam hal negavai/debitur pindah domisili,

2. Kewajiban Kepala Kantor/=ohian Kerjo fempat kerugian negara

- terjadi : "
1)y Memberitabukan  kepindahan  tersebut  kepada  Kepala

Kantor/Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan
surat Pemberitahuan, dongan tembusan kepada ¢

a).  Se'wctans unit Cielon T u.p. Kepala Bagian Keuangan atau

| yang ditumniul;
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2)

3)

b). Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan‘;f{f‘ N i

¢). Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja dor"r"ﬁisi'ﬁ baru%_..

d). KPKN pada domisili lama dan baru.

Mencatat kepindahan di maksud pada butir 1) di atas dalam lajub
keterangan pada Daftar Kerugian Negara.
Mencatat  tindak lanjut  penvelesaian kerugian negara

berdasarkan tembusan  laporan vang diterimanya dari Kepala

Kanlor/Satvan Kerjn domisiti baro,

Kewaijiban [<apala Kantor /S ntuan Kerda domisili baru.

1)

2)

3)

Membuat Daftar Kerugian Negara seperti dimaksud pada butir 3

huru? a. atas nama jogawai/debiltir bersangkutan.
Mencatat  tindak  lanjut  penvalesaian kerugian negara

bers:ngkutan dalarn daftar dimslkeud pada butir 1) di atas.

Melanarkan tindak imniut penyelesaian kerugian negara kepada

Sekrataris unit Escion T u.p Kepnln Bagian Keuangan atau yang

ditunjuk dengan tembusan kepada:

a). Kepala Biro ooangan Departemen Keuangan;

b). Ataszan lansimg Kepnla  Kantor/Satuan Kerja
hersangkutan;

¢). Kepala Kartor/Satuan Kerjp tempat  kerugian negara

terjadi.

TEM PENCARI FAITA

1.

Dalam rangka melengkapi Luti yang akan digunakan  untuk suatu proses

penuntutan, [<epala Kantor/Sntuan Kerja  dimana kerugian negara terjadi

dapat membentuk Tim Penci Fakta (TPF).

ol
10

i
L



Tim Pencari Fakta sebagaimana di maksud pada butir 1 di atas dapat juga

dibentuk oleh unit atasannya.

Dalam rangka  pengumpulan bukti di maksud, Menteri K'euangan
membentuk Tim Pencari Fakta yang anggotanya berasal dari Tim

Pertimbangan.

D. TIM PERTIMBANGAN PENYELESATAN KERUGIAN NEGARA

Pembentukan Tim Pertimbaricnn e
Guna membaniu Menteri Ketngan  dalam rangka penyelesaign’” kasus:
kasus kerugian negara di linqkungan Departemen Keuangan, ' dibentuk.
sebuah Tim [ertimbangan Penyelesaian erugian Negara selanjutnya-

[
o

disebut Tim Pciiimbangan, donaan Keputusan Menteri Keuangan.

Organisasi dan keanggotaan Tim Pertimbanoan
a. Ketua : Kepala Bire Keuangan;
h. Walkil » Sekretaris Inspektorat 1onderal;

C. Sekretaris : Kepata fovgian Perbendaharaan pada Biro Keuangan

d. Anggota CWakil e masing-masing unit Eselon 1 di
linokuncan Departemen Keuangan (sesuai

kebutubi).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pedimbangan

Untuk membanriv pimpinan Dopartemen Y2euangan, Tim Pertimbangan
mempunyai tueas pokok recmperikan periimbangan  atau  saran-saran

dalam rangka penyelesaian kasus  keroian negara  di o lingkungan

Departemen Ketangan,
Untuk melaksanakan tugas pelesic tersebut, Tim Pertimbangan mempunyai

fungsi :

a. Memberi periimbangan menacnai pertu tidaknya kasus kerugian negara

vang diajukan diproses bercinsarkan ketentuan TGR.
56




tlembentul Tine Dancari Falkis vntuk melenakapi bukti apabila bukti

vang dilkumpuiian oleh TRF Esolon 1 dinilai masih kurang.

Melakukan koorlinasi dengan 17°F Eselon 1 atau pejabat lain yang

terkait dalam uprya mandalamifmangungkap kasus kerugian negara.

Memberikan pettimbangan mongenal besamya jumlah/nilai kerugian

negara.

remberikan perlimbangan kepada pimpinan Departemen Kf‘gu.a_r"}gan

apakah suatu kasus kerugian negara perfu clilimpahkan kepadéﬁl.;

Ly AL .
hukum yang berwenang, M

Memberikan sarin terhadap preniatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku

lerugian negara.

Memberikan periimbangan kepada pejabat yang berwenang memutus

handing dalam kasus kerugian negara atas memori banding yang

diajukan oleh pelaku kerugian negara.

Menyebarluaskan/memasyarakatkan  Petunjuk  Pelaksanaan (Juklak)
Penyelesaian  Icerugian Negarn  kepada semua  unit Eselon I di

ingkungan Departemen Keuanaoan,

Mengembangkan Juklak Penyelesaian  Kerugian Negara ini untuk
menjadi, Juklal: tingkat nasional  bekerja  sama dengan semua
Departemen/Lembaga  Pemarintah Non  Departemen, termasuk

Pemerintah Dacrah dan Badan Usaha Milik Negara.

aparat

s i : e i

i o e AR
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A. UNTT UNIT YANG HENANGANI I vELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Unit-unit yang menangani penyolasaian kerugian negara pada tingkat -
T sebagaimana di maksud pada BAB VII

Daerah, Wilayah ddan Unil Eselon T
A dibentuk dengan keputusans Pejabat Eselon 1 bersangkutan dan

memberitahukan pembentukan  tersebut kepada Sekretaris Jenderal

A A et g e o A o jg,.:;u: o

Departemen Keuangan u.p. Kepala Birg Keuanagan.

B. TANGGUNG JAWAD KEUANGAN IJABAT TERTINGGI DAN MENTERI
Dalam BAB Kedua Bagian 111 Pasal 73 ICW dikemukakan téntang
tanggung jawab keuangan poiabat-pejabat  negara tertinggi diatur
bersama-sama dengan Undang-vndang yang mengatur tanggungllj‘awab"
keuangan para Menteri. Namun cebagaimana diterangkan dimuka-x.péda}l

BAB 1 C Juklak ini tidak membei petunjuk terhadap pertangguagjawabar

nejabat dimaksud. > DR !
C. PERUBAHAN STRUKTUR ORGAITSASI ki 0
Pada BAB T Dbutir 9 Juklak ini disebutkan mengenai kemu_ﬁgkinan :

perubahan struktor organisasi yang berdampak pada kewenangan pejabat

alasan yang menangani proses penyelesaian kerugian negara,

Dalam hal pegawai/pejabat vang harus mengganti kerugian negara

tersebut, karena perubahan organisasi atau sebab-sebab lain menjadi

berada di luar lingkungan Departemen  Keuangan, maka proses

penuntutannya dilaksanakan cleh pejabat pada Departemen/Lembaga di
termpat pegawai bersangkoutan beleria, berdasarkan berkas kasusnya yang

diserahkan oleh Mantori Keoanoar: cq. Sekretaris Jenderal.

e
ot
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D. KETENTUAN TAMDZAHAN
Pelaksanaan Peny elesaian Fereaian Negara pada Badan Usaha Milik Negara

di fingkungan Departemen Keunnaan diatur tersendiri.
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FORM-1

T/SATUAN FERIA *)

NAMA *HHT ORGANT

Homor - Lap- anggal ... (T

[ampiran
Hal . Laporan dugaan teriadinya

kerugian Negarn

Yth. Menteri Keuangan | o

u.p.
Sekretaris Jenderal Depariomen Keuangan

Jakarta.

Dengan int kami laporkan hahwo dalam linguingan Kantor/ Satuan Kerja

s diduga/telah terjaci%l peristiva/kejxdian yang morugikan Negara sebesar Rp

(dengan huruf).

Adapun  kronclogis  peristiwa/lieindian torsebut dapat kami jelaskan
sebagai  berikut @ L. furaikan  kronoiogis peristiwa/kejadiannya).
Sebagai bukti permulaan, bersama ini kami lampirkan © ... (lampirkan bukti-

bukti yang berkaitan dengan peristiwa/kojndian di maksud).

Demikian laporan kaini.

Pejabat yvang melakukan
Waskat/Verifikasi,

Tembusan :
1. Kepala Biro Keuangan Departeman Kevanoan;

2. Atasan langsung pejabat vang melaku'i
Waskat/Verifikasi;

3. Pimpinan Kantor/Satuan erja i mana
diduga terjadi kerugian Megara.

¥} Nama kantor unit yang melakukan Wakat/Verifikasi

-

ey s
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FORM-2
MAT L UIMUT QRGAFTAST/SATUATR IERIA *)

Nomor : Lap-

Lampiran e

Hal : Laporan erjadinya keruaian Negara

Yth. Menteri Keuangan
- u.p. Sekretaris Jenderal Departoman <erngan

Jakarta

Dengan ini kami Joporkan bohwa pada lingkungan Kantor/Satuan Kerja
ceanan telah  terjadi peristiwa/ kejadian vang merugil-an Negara sebesar Rp ...

(dengan huruf).

Kejadian  yang merugikan  Megara  tersebut  diketahui berdasarkan

hasil pemeriksaan ......(schutkan aparal pengawasan fungsional yang ‘melakukan
pemeriksaan) dengan berdasarkan Surat Tugas No. ... tanggal ..... (dari tanggal

sampai dengan tancgal) dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Ketua Tim S
Anggota Tim D RO
2e e i
st ';.“JE,
Terlampir kami sampaikin foto copy o
1. Surat Tugas;
maksud;

2. Daftar Temuan Pemetiksaan yang moengandung kerugian Negara di
3. Lain-lain bukti yang berkenaan dengan hasil pemerilssaan.

Demikian laporan fami,
Kepala Kantor/Satuan Kerja
(Pimpinan obyek pemeriksaan)

Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keunngan:

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Fembangunan;
3. Kepala Biro Keuangan Departemen Penangan;

4. Atasan Kepala Kantor/Satuan Herja;

*) Nama Kantor obyek 1omerilzsann
i1

s
T
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FORM-3
ORI TR OP 0 THBAST/SATHAN KERJA )
Nomor : Lap- Tanggal ........
Lampiran
Hal » Permintazn [aporan
keruginin Megara

Yth. Kepala Kantor/Salimn Kerja ...
di s

Berdasarkan  informasi dari ............... tanggal........ pada Kahtor/Satuan
(=] T I diduca  terfadi  kerugian Negara sebesar Rp ... (dengan

huruf)(foto copy terlaninir).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diminta Saudara
melaporkan  kejadian  di maksud dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor : ... tanagal ... (=-butkan).
Atas perhatian Saurdara divcap’-= o terima kasih,

Kepala Biro Keuangan,

Tembusan 4
i
Yth. Sekretaris Jender:| |
Departemen Keusnnaan. :
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Nomor : Lap- Tanggal ..............
Lampiran e
Hal ¢ Laporan dusan Lerindima
erugian Moeaora

Yth. oo, (atasan Pejaba!/pegawai pelapon)
dieenrinnnn,

Dengan ini  karmi laporkan bLahwa pada Kantor/ Satuan Kerja ..........
diduga/telah terjadi  peri-tiwa/kejadian yang merugikan Negara sebesar Rp ..........

(dengan huruf).

Adapun kronologis peristiwa/kejariian tersebut dapat kami laporkan sebagai

berikut. ... (uraikan  kronologis peristiwa/kejadimnnya).
sebagai bukti permaulaan, bersama ini kami fampirkan + ... (lampirkan  bukti-

ol

bukti yang berkaitan dengan peristiwa/koiadian di maksud).

Demikian laporan kami.

Pejabat/pegawai yang melaporkan,

Tembusan :

Atasan dari atasan langsun:| ejabat/pegavai
yang melaporkan.

¥) Nama Kantor dari pejabat yang mealaporkan

Dalam hal yang melaparkan adatah negawai
Pelaksana, tidak perlu memakai surat I lepala
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FORM-5

NAMA UNIT ORGAMISASI/SATUAN KERJA

BLRITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hariini . . ... ... .. tangaal . ... L. butan . ... .. ...
sembilan ratus ... .., yang bertanda tencan di bawah ini :

! Nama / MNIP
Jabatan

2. Nama / NIP
Jabatan

Yang dengan surat tugas
melakukan pemeriksaan terhadap :

i Nama/ NIP
{  Jabatan ;
k]
i
g Atas pertanyaan pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai
# berikut :
3
1 I Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani .. .. ..ot
1. Ya, saya <alam keadaan schat jasmani danrokhani .. .. .. ... .. .
2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa . oo v e oo
e
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat
pekerjaan Saudara sampai dengan SEKAIANG e
' 3. Riwayat pendidikan formal . ... ... .

Riwayat pendidikan kedinaszan
Riwayat pekerjaan . oo L

4. Coba jelaskan mengenai adanya selisih atay kekurangan jumlah uang kas atau barang
yang berada di bawah pengurusan atay tanggung jawab atau yang Saudara ketahui . .

.....................................................

---------------




(Sefanjutnya pertanyaan dikembangkan scsuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat

dari hasil pemeriksaan dengan maksusl mtuk mengetahui adamya kesatahan/kefalaian
yang bersangkutan)

....................

.............................................

Apakah dalam pemeriksaan ini Saudars merasa dipaksa atau memperoleh tékan_a'n N
2 R o

.....................................

Setelzh  Berita Acara  Pemeriksaan ini dibacakan kembali  di hadapan yang 3"
bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani
oleh pemetilisa dan yang diperiksa seperti di hawah ini -

Yanac diperiksa, romeriksa,

............

|
|
el -—‘iafa»,..‘;,..,.;.gﬂ
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FORM-6

SURAT PEPRYATAAN P FANGGUMNGIAWAB (SPB)

Yang bertanda tanann di howah ici

Nama/NIP e
Pangkat e
Jabatan e

Menyatakan  dengan  tHdak  ~tan menarilc kembali bahwa saya

bertanggungjawab atas kerugien negar sebesar R L. TP ),
yakni kerugian yang dicchablan ...

Terhadap kerugisn negara  tor~hut di alns saya bersedia mengganti
sepenubnya dengan carn ... ‘

Apabila di kemudian hari ternyats tardapat perubahan mengenai jumiah
tersebut,  saya toihp bertanggungjawab untuk mengganti .

kerugian negara
sepenuhnva.

Sebaliknya, apabila di kemudian hari ternysta saya dibebaskan : baik

sebagian atau seluruhiya dari tangoing jawab untuk mengganti‘{-‘f;@'é;ﬁ.{gfan ;
an/seluruhnya jumlah yang ¥

negara, maka saya berhak menerima kembali sebagi:
telah saya setorkan sesuai dengan tanacnng jawab sava.
Surat pernyataan ini saya buai ongan sadar dan tanpa  paksadn dari

pihak manapun.

Mengetahui : Yana membuat pernyataan,

Kepala iantor/Satuan Korja
meterai cukuin

.........................

*) Coret yang tidak perl:




FORM-7

SURAT KETF ARGATU TR UNGEIAYW AR MUTLAK (SKTM)

Yang bertanda tangon di hawah ini -

o Nama/NIP oL _

% Menerangkan dengzn tidak alan monarik kembati, bahwa saya bertanggung
jawab atas kerugian negara schesn B, oL L L. L. (... ... .. ...
% ), yakni kerugian yono disehabkan - oL

(1). Jumlah kerugian lersebut telah =aya ganti dengan menyetorkan jumiah

; tersebut ke rekning Kas Neana di
tanggal . ... ... .....
bersama ini).

{
t
: (2). Jumlah kerugian torsebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah
35 tersebut ke rekening Kas Neamadi, oo L. dalam
. I jangka waktu . ... L. bislan - (maksimun 24 bu-lan)
z dengénjaminan horipa ... o _
. JI Saya selanjutnya telah maklum, baleva saya setelah memberi keterangan ini
[ tidak boleh mengajuian pambelaan it dalam bentuk apapun, dan méhgﬁma
. bahwa terhadap diri saya tidak diinlnikan proses intutan menurut pe-r‘a‘t'_urér.i
vang berlaku. B
© Keterangan di atas tidak menutup l~mungkinan I

! a. Bahwa Negara donat membebastan saya dari pertanggung jawaban saya
} H an V -‘j” )
dan saya akan maacrima kemiali apa yang telah saya bayar, jika setelah

pemberian keterangan ini tordaeot hal-hal yang sekiranya diketahui lebih i

07




e |
i

4

3
[
;i

. i

dahulu, akan menyebabkan Negara membebaskan saya dari

pertanggungjawaban saya. .

Bahwa Negara masih dapat menghapuskan kerugian negara daqsaya ',
akan menerima kembali apa yeng telah saya bayar, apabila '*'Q:s\:ételah-.f"‘j

IR W
keterangan ini diberikan, ternya'n bahwa  Forugian termaksud dapat

diperhitungkan  dongan  kelehilinn-kelebihain - yang  terdapat  dalam
pengurusan saya, ~tau kekurangon itu adalah aldbat dari pengaruh alam,
pencurian, rusak, hitang di luar kesalahan, kelalnian atau kealpaan saya.

Bahwa dalam pertinggungjawaban bersama, kepada saya dapat diberikan

ol
pernbayaran kemb~li apa yang telsh saya baya: lebih dari pada apa yang
seharusnya dibehainkan kepada sava.

d. Bahwa saya dapa! meminta pembnbasan dan atau pembayaran kembali
atas dasar ketentuan tersebut dalam Pasal 19 10w,

......... oo o... 19

Mengetahui : meterai cukup

Kepala Kantor .. ... ... (..o .. e )

*). Coret yang tidak poriu

(1) dan (2) coret yang tidak perlu,
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FORM-8

NATA DMIT ORGA T AST/SATURT KERJA

NOMOR
LAMPHZAN

‘j : .
" - ;‘ HAL : Penyamiaian Surat Kedonngan

Tangguraiawab Mutlal (7HTM) | o

e N e Al i S e S BT g s e e . EET O
e bei v el s S s
i A e T

Rt .
Bersama ini kaini sampaikan aat Keterangan Tanggungjawab’ Mutlak -
............ (.....dengan huruf....) atas nama : :

{SIKTM) sebesar Rp

Mama / NIP.
Fangkat/Golongan
Jabatan

Cemikian untuk dimaklumi.

. E *) Coret yang tidak perl.

f1t)




FORM-9 i
|
DT ORGANE - T/SATUAN 1T-TUA *) . ?
Homor : Lap- Tanggal ............
lampiran @ ... ...,
- Hal : Laporan Kerugi:sn Negara

Akibat Perbuatan Pregawai

Yth. Menteri Keuangan RI
u.p Sekretaris Jenderal Depaiiemean Keuangne
Jakarta

Bersama ini kami iaporan bahlwa poda unit organisasi vang kami pimpin telah teriadi
l } g

4§ kerugian Negara sebesar Rp. ...l {«f-naan huruf).
. E Selanjutnya kami Ioporkan bahwa »'on peristiwa  tersebut, tindakan yang telah kami
-4 ambil adalah :
. ;%7,; | I (tindakan disiplin kepegavininn terhadap Pegawai  Negeri bersangkutan);
20 e (Uindakan untulk mengamanl-an keuangan neqgara);
R ‘
. ; ST (tindakan-tindakan lainny~ vang dianggap perlu).
‘ {1 sampai dengan 2 disesuaikan dongan tindakan yang  telah diambil), g
Sehuabungan  dengan  hal tersebul, qguna proses  lebih  lanjut berééma ini “kami
lampirkan: e Y
L. Daftar Pertanyaan Unluk Menvisnon Laporan ferugian Negara  Guna Proses
Tuntutan. Ganti Rugi, yang jawsbannya telnh/belum %) lengkap (dalam ihHal
s jawaban belum lengkap agar dikeiikakan sebah-schabnya);
: 2. Berita Acara Pemariksaan;
} 3. Surat  Pernyatean Bertanggunojowab (SPB)/Surat  Keterangan — Tanggungjawab
T Mutiak  (SKTM) (bifamana Pconwvai bersanglutan bersedia menyelesaikan
§ Kerugian Negara d'engan cara darani dan telash membuatnya);
. 4. dandain-lain dokuinen (yang berlitan dengan kanus).
4
70




i Berkenaan dengan perictivia tersebut i ains kami berpendapat bahwa e, reee
4 dpda tidaknya  upsur pidana; penilaian Pepala Kantor/Satuan Kerja  mengenai, salah/
: i3 Waknya Pegawal bersangkuli; dan pandai pendapat lain yang perlu '
@ fkemukakan untuk mempermud=h penynlesainn solanjutnya).
g Demikian laperan kami pntul dimakdurei.
E
F Kepala .........
‘.“!.
NIP o,
Tembusan :
{. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanary i,
» s
4 3 Inspektorat Jenderal Departemon Keuangan:
q 4. Sekretaris Unit Eselon I;
3 5 Kepala Biro Keuangan Depa:iicmei reuangan;
4 6. Atasan langsung Kepala Kanior/Satuan Kerii;
i ¥) Coret yang tidak perlu
1

TR AT .
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FORMAG -

DAFTAR PEHRTANYAAT U FENYUSHH EAPORAN

KERUGI # MEGARA GU! 174 MTPERLUAN MROSES e L
TUNTUTAR (24111 RUGH o |

PERTATIYAAN No.

JAWABAN

Bila dan bagaimana peri-thwa keruginn noes
ra dapat diketahui 7

2. |Bila dan dengan cara braaimana kerugic 2.
itu terjadi ?

S AR e et

3. |Berapa jumlah kerugian vong dideritn ofoh 3.
Negara ?

4, tApabila belum dapat ditciankan dennan pree
ti, berapa kira-kira jumlah kerugian it ?

AN bon o st “ .

)

Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan 1o
‘ lam kedudukannya sebaoai apa) yang di-
anggap tersangkut dalam perkara dan sooe
i pai dimana mereka harus dianggap turut/

o

bersalah/melalaikan kewajibannya sehina
mengakibatkan kerugian negara ity ?

5. jApakah perkara ini sudai dilaporken kepri: 6.
pihak Polisi dan telah ada kepulusan Hakiin °
(fika mungkin supaya dilnmpirkan pula Bt
Acara Pemeriksaan Polisi dan keputusan
Hakim yang bersangkutan)

7. tApakah ada Pihak Ketign yang dalam hal i 7.
dirugilkan dan berapa junilah yang harus it
lah) dibayar kepadanya «an berdasarkan
keputusan/peraturan mana nembayaran i
ditakokan ?

e R L .
o, =
s SR

8. 1Apakah ada Pihak Ketign vang dalom hal i 8.
diuntungkan dan berapa jumialh serte atn -
mana negara dapat menuntut pengoantion’
pemiayaran kembali dari padanya 7

e i e

., fanggz|

(Jzbatan don rma yang momberi laporan)
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FORM-11

NI URTT ORC T HRAST/SATHAN KERJA

Nomor e Tanogal o000
Lampiran e .
Hal ‘erjadi

Dl .....................

B R T D U A S e e ST

Dengan ini kami laporkan babvao hari ... L.
.................. telah Lemf.: peristiwa
npnkan dsb) vang mﬂngak!batkan keruglan

(sebutkan misalnya pencurian, pe
negarasebesarRp. . . .......... ... (... . dengan huruf ... .. .. ) yang 1;-‘-,;:;.__,;
terdiri dari : '
dengan nilai sebesar Rp
dengan nilai sebesarRp. .. o000 oL

Wt s el i g ": ::: g
T e N i et e

Demikian laporan kami, dan otos kerjasamanya diucapkan terimakasih.

- epalaKantor. .. ... ... ..,
N
*) sebutkan jenis kejndian/peristive




FORM-12

NAMA UNTT ORGAMITAST/SATUAT KERJA

Nomor : Lap-

Lampiran e
Hal : Laporan Keirugian Negare

Akibat Perbualtan Pihalc Ketion

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Keraingan

Jakarta
Bersama ini kami [faporkan bohwa pada unit organisasi  yang  kami
pimpin - telah  terjadi  pencurian/ porampokan/....  *)  yang mengakibatkan

timbulnya kerugian negara sebesar Rp, (dengan huruf) yang berupa uang
tunai/barang *) (bila berupa barang agar disebutkan data rinci barang yang hilang).

Sehubungan dengan  peristiwa forsebut tindakan yang  telah ka‘mj_‘l*akukan

A b AR T s 7 1 AT e ra A R L e 2 . L b

adalah : ;

) } | {melaporkan kepada pilal Kenolisian); ; l

_i A
; ? S (tindakan Jainnya vana rlianggap periu).

1 sSepanjang  penelitian kami, dalam peristiwa tersebut ada/tidak ada *)W

pegawai yang terlibat/lalzi/alpa (hilaman:  ada disebutkan identitas pegawai yang

I terlibat).

;‘

i




|

3
4
i
:
3
g_

4

5

5
i
2
45
. 2

Guna memperlencay proses sohinjutnya Boersama ini

a. Daftar Pertenvaan  Untul Menvusun

Keperluan Froses Tuntuten Ganti Rugi, yang
telah/belum %) lengkap (dalam hal jawaban belum

dikemukakan  sebab-sebabiovn), “
b. Berita Acara [ imeriksaan,

. Foto copy Laporan Kejadian.

d. Surat Keterangan dari Fihal | ~polisian.

e. dan lain-lain dokumen (yang horkaitan dengan kasus).

Demikian laporan kami untulk disnaklumi.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeril:sa Keuanaan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Inspektur Jenderal Departemen Ketnangan;

4. Sekretaris Unit Eselon T;
5. Kepala Biro Keuangan Departemen Kouangan;

6. Atasan langsung Kepala Kantor/Satian Kerja;

*) Coret yang tidak periu.

kami lampirkan :

L.aporan Kerugian Negara Guna

jawabannya
lengkap agar

b anc. AL LEIEVEN




FORM-13 -+

NACTA UMTT ORGATHEAST/SATUAT KERJA

2 - Nomor s Lap-

lampiran e
4 Hai : Laporan Kerugian Negara

Akibat Kejadian di luar
Kemampuan Manusia

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Sekretaris Jenderal Dapartemen Keoangan

: Jekarta

Bersama ini kami laporkan balvea pada unit organisasi yang kami pimpin
telah  terjadi  peristiwa  kerugian neqain berupa rusak/busuk/berkurang *) (bila
berupa barang agar disebutkan data 1ini barang tersebut) akibat kejadian di luar

majaure) schingga menimbulkan kerugian  negara

f

i

i kemampuan  manusia (force
E

.f

F

SRS e ol A

sebesar Rp. ..., (dengan huruf),

Sehubungan dengan peristiwa trsebut tindakan vang telah kami lakukan

adalah :

| P (melaporkan kepada pihak  Kepolisian  untuk  mendapatkan surat

keterangan);
............ (tindakan lainnya vang dianaonp perlu).

Sepanjang  penclitian kami, dalam  peristiva  tersebut ada/tidak ada *)
pegawai yang terlibat/lalhi/alpa (bilamans  ada disebutkan identitas pegawai yang

terlibat).

Guna memperlancar proses selanintnya bersama ini kami lampirkan
Pniuk  Mosvusun Laporan Kerugian Negara Guna
Ganti Fogi,  yang  jawabannya  telah/belum *)
lengkap agar dikemukakan sebab-

j
|
i

a. Daftar  Pertanyaan
Keperluan Proses Tunlutan
lengkap (dalam hal jawaban belum

sebabnya).




o

L e i K
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e b v} -
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W o R T

b, Berita Acara Pemeriksaor.

¢, Foto copy Laporan kepada Pihals Kepedinn,

d. Surat Keterangan/Kepuiusan dari insian=i vang benwenang (bila  ada)

e. Surat Keterangan daii atasan lanosung Bendaharawan  yang 'fi,]jéhyatake?n
hal terjadi - kekurang

bahwa Bendaharawan tidak bersoiah (dalam

perbendaharaan)

f. dan lain-tain dokumen (vang herlajton dlengan kasos),

Demikian laporan Fami untui divashimi.

......................

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksn Keuangan;,
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan «ian Pembanatnan;

3. Inspektur Jenderal Departemen Keuanaan;

4, Sekretaris Unit Eselon I;
5. Kepala Biro Keuangan Departemen Frvangan;
6. Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan terja;

*) Coret yang tidak periu.

L

an




Form-14

NATTA UMD ORGHTASTSATUAN KERJA

Nomor

Lampiran
Hal : Laporan tidak

Menyelesailan kasus

Yth. Menteri Keuangan

u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Fooangan

Jakarta.
Herkenaan dengan faporan kami ierdahulu Nomor . .. L, . tang'gai;f;f'. .

yang mengakibatkan kerugian negara berupa Co dEﬁgaﬁ niaty,

perkiraan sebesar Rp. . . . ... .. , kami telah melakukan langkah:langkah

)

sebagai berikut :

Mamun demikian, kami berperdiapat bahwa langkah-langkah tersebut

belum dapat menvelesailkan kasus »~isu masalah kerugian negara tersebut,

f karena :

| S e
| 2
;

|

R B

——ra—



e i i

e P

L E

Sehubungan dongan ite, meto menurut homat kami kasus tersebut periu
ditutup sampai disini (bila tidak ciiemukan cukop bukti untuk diproses lebih
anjut)/kami teruskan kepada ... L. L. (bila Kepala Kantor/Satuan Kerja

berpendapat bahwo kewenangan ontuk menmroses lebih lanjut ada pada

instansi lain).

Untuk memperiancar pros:: penyelesaion lebih lanjut, terlampir kami

sampaikan :

Demikian untul dimaldumi.

.....................

Tembusan disampaikan kepada Yili.
1. Badan Pemeriksa Keuangan;
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguran;

Inspektorat Jendaral Departenon lleuangan;

W™

N

Sckretaris Unit Esalon T;

Kepala Biro Keuangan Departernn Keuangan; By )

o

b. Atasan langsung Krpala Kantor/ »uan Kerja;



T e

[

e — e s
e e -

—————
e M

MAMA UNIT (7 S ANISAST/SATUAN KERJA

Nomor T, tanggal . . .. ..
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan tindalk lanjut

Fenyel~saian Karugian
Negara

Yth., Menteri Keuangan
u.p Sekretaris Jenderal Departemen Keuniroen

Jakarta

Sehubungan dengan kasus kerugian 1 mua yang terjacdi pada Kantar L .. ... ... , bersama
ini kami laporkan hak-hal sehagai berikut ;
a. Jumlah kasus . . ... ., dengan jumloh “rrogian seluruhinya sebesar 5 .
(....dengan huruf . . ... )
eap Rpe e

b Jumlah kerugian yang harus ditagih « -

¢ Jumlah kerugian yanq telah ditembalioon 4
d. Sisa kerugian yang masih harus ditaa Rp....... .
Demikian laporan komi
Kepala Kantor . . ... ..
NIP .o,

Tembusan
L. Sekretaris Unit Eselon 1 bersanghkutan:

2. Kepala Biro Keuangan Departemen Kennan,

*) Coret yang tidak perly




F_ORM-m' . .

!
i
!
.
Prarte LT O30 0 A SSATUAN LTRIA i
:'15,'- SUPAT PERITS PAAN JARMITATY ! .
; Yang bertanda Yangan oi baws!fed ‘
. :;: I ".‘I'r
_ gf Nama / NIF ... .. o .. P @ .
¢ Pangkat / Golongan e e F RS b . ,
. 4 Jabatan L e
ooUnitkerfa e S :
? Tempat tinggal 1L e e ’
E e
§ dengan ini menyatakan :
3 .
! 1. DBahwa sebagai tindak lanjut alzs Surat Keleisngan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) yang saya
{ g d gd q say
i buat tanggal . .. .. ... ... .. dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas
"{ barang, surat-surat berharqa, halk-hak atas thaihan berupa :
. ; a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/110a5, luas. Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
1
! b. Bangunan (sebutkan pormanen, semi prrinanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan
/ lain-lain);
L H
3 Barang bergeral (sebutkan jenis, nilai, b ti pemilikan dan lain-lain);
v ; d. Tagihan (sehutkan jenis, nilai, bukti pemititan dan lain-fain);
i
3 ¢. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilei, bukti pemilikan dan lain-lain).
j Sebagai jaminan atas pongembalian kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya
}f sebesar Rp ... oot {0, denran huruf, ... b
f 2, Bahwa barang-barang, hal atas barang, sinst-surat berharaa, hak atas tagihan tersebut telah
f saya serahkan kepada negara yang dalam bal ini diwakili oleh
1; MNama / NIP O
I Pangkat f Gol. ... . o
Jabaten Lo fminimal Pajabat Eselon I11)
¢ } Unit kerdja N
f Dengan disaksikan oleh
}
> E a. Nama/ NIP R
: Pangkat/Gol. ... .. L
! Jabatan L
T Unit Kerja e
f b. Nama / NIP e
i Pangkat/Gal. .. ... ... ...
i Jabatan e
f Unit Kerja e
i
}
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Menjamin bahwa barang-barang, hal-lin' otas barang, surat-surat berhargs, hak-hak atas

tagihan tersebut pada bulir 1 di atos, arhle h henar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta
lrnat beban-beban lainnya, :

Apohila sampai dengan tanggat . . ternyata saya tidak mampu

mengembalikan seluruh Imruqrm negna co!uruhnyn maka barang-barang, hak-hak atas
barang, surat-surat berhaiga, hak-hak atas tagihan terscbut pada butir 1 di atas, saya serahkan
sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian
kewajiban saya berdasarkan kasus yang mienjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

tidal dalem keadaan scioketa dan tidat i+

Apabila hasil penjualan/pelelangan/penaqihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari
maka kekurangan tetap menjadi

jumiah kerugian negaro yang harus sova kPmbafhm
tanggungfawab saya ataw abli waris saya.

Apabila hasil penjualan/p=lelongan/penzaihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumiah
kekurangan perbendaharaan/kerugian nooara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya
akan saya/ahli waris szya terima kembaii sotelah dipotong biaya-biaya yang telah dlkeluarkan

aleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
Bahwa dengan pencairan jaminan atas kergian negara ini tidak mengenyampingkan tindakan

7‘ [ " : :
hukum pihak yang berveajib dan atau tinei=ban administrasi kepegawaian bﬂrdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Demikian penyerahan ini seya buat dalam beeddaan solwa? =nolar dan tanpa ndanya paksaan atau

tekanan dari pihak manapun,

Yang menyerahkan,

Yang menerima peryoerahan
Jaminan,
Meterai cukup

Sakeai raksi
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FORM-17

NAPM A TINTT QRGATHASHSATUAN KERJA

SURAT KUAS A UMNTUK MET T IAL/MELE ADG/MENAGIH *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP L. JMNIP o
Pangkat/Golongan e JGol oo

Jabatan

Tempat bekerja o

Alamat

dengan ini memberi kuasa kepada

Nama / NIP e SNIP .o
Pangkat/Golongan e e JGol. o o
Jabatan
Uit

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Keuangan RI) dan

dalam melaiukan

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual,
melelang, menagih barang-barang, hak-ha' atas barang, surat-surat berharga, hak-
hak atas tagihan yang telah diserahian kepada Negara sesuai dengan - surat

pernyataan jaminan tanggat . ... ... L L.

Demikian surat kuasa ini dinerikan dengan substitus.

Yong memberi kuasa, -

Yang menerima kuasa,
Meterai cukup

................

*) Coret yang tidak perlu
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i PEMBERTTALL T GANTT RUGT (SPGR)

SURA

MO

Yth, (Nama, NIP, Pangkat Jahatan

k

.

di

tanggal

BDerdasarkan laporan dari. . ... ..,
arena kelalaian/kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang Saudara lakukan sehmgga

tlenoan suratnya Nomor 2 ..o

Negara menderita kerugian snhesar Rp, ... . .. (dengan angla . .) dan berupa barang
coc (denganannka s )

DR

dengan harga taksiran sehesar Rn.
Walaupun Pengadilan Maqgeri .. oL L. dengan keputusan tertanggal
.......... Nomor e e Aekh menjatuhkan hakuman berupa L.l
menuntut pengaantian kerugian tersebut di atas

berdasark’m ketentuan Pasal 74 1CW.

I

aotelah mensrima surat ini, Saudara diberi

Dalam waktu 14 (ampat belas) hari
kesempatan untuk mengajukan pembelaan sorara tertulis dongan disertai bukti yang cukup
i, agar

Apabila Saudara bersedia mengganti kerugian  tersebut secara keseluruhan dan tunai,
menyetorkan ke rekening Kas Negara dan menyampaikan tanda bukti setornya kepada kami
Saudara akan mengganti dergan cara mengangsur, agar menyerahkan Surat

atau apabhila
Keterangan Tanggungjawab Mutlak disertai barong iaminan yana nilainya cukon

Demikian agar Saudara maktum.

Jakarta, oL ...,
a.n. MENTERI KEUANGAN

STYRETARIS JENDERAL

Tembusan

Ketua Bacan Pemeriksa Feuangan:

1.

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Mombangunan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

4. Pejabat Eselon 1 u.p Sekeelaris Unit Eselon 1:

5. Kepala Biro Keuangan Departemen Keuanonn,

6. Kepala Kantor Wilayah . ......... .. :

7. Kepala Karntor/Satuan Kerja L, L. L. ;

R e

-




FORM-19
KEPUTUSAMN MENTLERT A TIGAN REPLIRLIK INDONESIA
MOMOR o o0 o
TEITANG
PEMBEBANAN GANTT RUGTI / PEMRERANAN GANTT RUGT TINGKAT PERTAMA
ATAS NAMA SDR. ... ... .. MIP, L PADA KANTOR -
MEMTERT KEUANGS 1 REPUBLIK INDONESIA, e
Membaca :  Surat [aporan Kepala .. ... ... Nomor @ .. ...,
Jtenggal oL L. L beserta lampirannya yang menyatakan
bahwi :
a. Sdr. Lo, (nama, NIP., Pangkat, Jabatan,
di .

.............

Pegawai/bekas pegavai pada Kantor
. secara langsung/tidak  langsung*) aklbat

hukum/kelalaiannva, telah

pe: b!_.!a!:annya m-~lawan
moenimbulkan kerugizn begi Negara sebesar Rp.

b. bahwa untuk kervaian tersebut harus dilakukan tuntutan
ganti rugi (ex. Pasal 74 ICW);
1} tersebut oleh Pengadilan

¢. bahwa kepada Sdr. ..., ...

Negeri di ... ... ., dengan keputusan No .. .....

tanggal ... .. telah dijatuhi hukuman penjara selama
........ ahun Farena telah melakukan tindak pidana *);

d. bahwa kepada Sdr, .. ... ..., dengan surat Nomor . .. ...,

telah diberitahukan dan diberi

tanggal o
kesempatan untul menyangga dalam batas waktu 14 hari

setelah menerima pomberitahuan tersebut;
e. bahwa dari Sdr. . ... ... L. telah/tidak *) diterima
sanggahan, namun sanggahan tersebut tidak dapat diterima;

a. balwa berdasarken hal-hal tersebut i atas, telah terbutkti
bahwa Sdr .. .. ... . .. dalam menjalankan tugasnya

secara langsung maupun tidak langsung akibat perbuatannya

melawan hukum, yvaitu . ... L. L. L,
kerugian bagi negara sebesar Rp. ... L. L.

huml L., ¥

Menimbang' :

telah menimbulkan
(. ... dengan

[




b. bahwa dengan demilian terdapat alasan untuk metakukan
tuntutan ganti rugi kopadanya berdasarkan pasal 74 ICW;

c. bahwa ternyata apa yang dilakukan dalam pembelaan atas -
dirinya tanggal . . .. . .. .. tidalk terdapat alasan untuk
mengabulkan permohonan pembelaannya , atau

d. bahwa batas wakiu 1 (empat belas) hari telah lewat tanpa -
ada pembelaan secara Lortulis dari padanya. .

Mengingat : 1. Undang-undang Perbandaharaan Indonesia (ICW, Staatsblad
1925 Nomor 448 sebrgaimana telah diubah dan ditambah. ..

dengan tndang-undang Nomor 9 Tahun 1968 .

terakhir
(Lembaran Negara Noniar 53); }
t : 2. Undang-undang Nomwr 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara | "..
. Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor Iy
3041);
#d S
. § 3. Keputusan Presiden fleior 44 Tahun 1974; i
i g 4, Kepulusan Presiden  Homor 16 Tahun 1994 jo Keputusan
b Presiden Nomaor 29 Tahun 1995;
? 5. Keputusan Presiden tomer. .. Tahun ...
: 6. Kepulusan Menteri Keoangan Nomor. ... .
; temtang .. ... .o o ;
g Memperhatikan: Pendapat Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
§ Yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. . .
| MEMUTUSKARN
* Menctapkan KEPUTUSAN MEMTERT KEUANGAN REPUBLIK INDOONESIA
‘ TENTANG PEMBEBANAM GANTI RUGI / PEMBEBANAN GANTI
RUGI TINGKAT PERTAMA ATAS NAMASDR. . ... ... NIP.
PADAKANTOR . ... oot
passl 1
Membrbankan ganti ruai kepada Sdr, .. .. .. . (Nama, NIP,
i Pangkat, Jabatan) pegrwai pada Kantor ... ... di......
i Dengan jumlah penggantian kerugian sebesar Rp. . ... ...

(....dengan huruf .. .. T

E
!
i
1
!
i
:
;




Pansl 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diarlalan pembetulan seperlunya.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .

. | % 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
< 2. Kepala Badan Pengawasan Keuvangan dan Pembangunan;
§ 3. Inspektur Jenderal Departemen Keunngan;
X i 4. Sckretaris unit eselon I bersangkutan;
o 5. Kepala Kantor Wilayah bersanglkutan;
? 6. Kepala Biro Keuanuan Departemen Keuangan; _
4 7. Kantor Perbendahzraan dan Kas Neogara setempat, untuk diterbitkan Surat
g Penagihan (SPn) atas nama pegawai bersangkutan; -
Ei 8 Sdro.....l untuk diindahlian dan dilaksanakan.
{ Ditetapkan di
N pada tanggal : T
é _ ) “l‘!’
{ Menteri Keuangan ‘
; -
4 L
~ T e -y
j *) Caret yang tidak peitu. S 2
i I v
i
i
!
|
!
.
!
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FORM-20 |
NAM: UNTT ORGAR T AST/SATUAR KERIA
SURAT KUASA PEMOTONGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama / NIP e FHIP o
Pangkat / Gol. e e JGol oo
] Jabatan e e e
g Dengan ini memberikan kiasa penuih kepada
Nama / NIP . SNIP ..o, .
g Pangkat / Gol. e JGol Lo L
Jabatan e

Untuk melakukan pemaotongan langsuna atas penghasilan tetap saya berupa . |
...... sebesarRp .. ........(.......dengan huruf.....) seuap buian
selama .. ..... bulan, mulai bulan . . .. ..., sampai dengan bulan . .

- guna dikompensasikan dengan pembayaran kembali kerugian negara 'yang '
menjadi tanggung jawab sava. oY I
E tanggal .. .. ...
i R
v h
Yang menerima kuasa Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

................................

..........................



s e

FORM-21

NAMA UNTT ORGATHSASH/SATUAN KERJA

......

Nomor
Lampiran
Hal

nama :

Nama / NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan

Unit Kerja

beserta tanda terimanya, dengan peimintaan agar tanda terima tersebut setelah
ditanda tangani oleh yang bersanghutan segera disampaikan kembali kepada
kami. ‘
Atas perhatian Saudara diucarian terima kazih
Kepala . ...

*Y Diisi sesuai keperluan

Y

s
LAY
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FORM-22 *

NAMA UNIT ORGANISAST/ZATUAM KERIA

TANDA - TERTMA

Pada hariini ............ . tanesral Lo tahun . ... ..
vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP e JNIP ... o

Pangkat / Gol. e fGol ...

Jabatan L e

UnitKera 1 e

Alamat Rumah

Telah menerima SPGR/SK Pembebanan Ganti Rugi / SK Pembebanan

Ganti Rugi Tingkat I................ FARMOMOr L L tanggal
Mengetahui Yang menerima

Kepala Kantor . ........

NIP oo NIP oo

Qi)

{
3
e o e e

AT
e




